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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk memetakan hak-hak buruh yang berpotensi 

untuk dirugikan dalam kaitannya dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang 

Cipta Kerja yang telah dirancang dengan menggunakan metode omnibus law apabila 

dibandingkan dengan hak-hak buruh yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini berangkat 

dari konsep tatanan hukum Negara Republik Indonesia yang mengacu pada sistem 

hukum Civil Law yang mengenal kodifikasi hukum, sedangkan omnibus law berasal 

dari sistem hukum Common Law yang tidak mengenal kodifikasi. Omibus Law 

sebagai metode yang diharapkan dapat menyederhanakan peraturan perundang-

undangan guna menghindari terjadinya tumpang tindih antara satu peraturan dengan 

peraturan lainnya, akan tetapi juga potensial menyebabkan ketidakterpaduan dengan 

peraturan perundang-undangan yang telah ada, atau bahkan menghilangkan 

ketentuan-ketentuan berkaitan dengan hak-hak buruh yang sebelumnya sudah dijamin 

di dalam undang-undang ketenagakerjaan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan 

Hukum Administrasi Negara, serta keterkaitannya dalam hal harmonisasi antara RUU 

Cipta Kerja dengan peraturan pelaksana di bidang ketenagakerjaan yang menjadi 

acuan pelaksana dari penyelenggaraan pemerintahan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diubah dan dihapusnya pasal-pasal 

penting menyangkut hak-hak buruh, seperti hak atas upah dan pengupahan yang baik; 

hak atas jam kerja dan istirahat; hak cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, dan cuti 

menyusui bagi buruh perempuan; hak cuti menjalankan ibadah agama; hak atas 

jaminan kelangsungan kerja dan masih adanya praktek outsourcing dengan nama alih 

daya; dihapuskannya hak atas pesangon, serta terbukanya Tenaga Kerja Asing di 

Indonesia. Selain itu, pengaruh RUU Cipta Kerja terhadap peraturan pelaksana di 

bawahnya antara lain dapat menyebabkan timbulnya berbagai persoalan konkret 

sebagai akibat yang mungkin terjadi apabila nantinya UU Cipta Kerja ternyata tidak 

memberikan pengaturan yang jelas tentang aturan-aturan yang terdapat dalam 

undang-undang tersebut. 
 

 
Kata Kunci : omnibus law, hak buruh, ketenagakerjaan. 
 

 

 



 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem Civil Law yang digunakan oleh Negara-negara Eropa Kontinental dan Negara-

negara di luarnya yang turut mengacu pada sistem ini memiliki ciri adanya kodifikasi 

hukum, sehingga menyebabkan banyak peraturan yang harus dibuat dalam 

melaksanakan suatu Undang-undang. Hal ini berbeda dengan sistem Common Law 

yang dianut oleh Negara-negara Anglo Saxon yang tidak mengenal kodifikasi. 

Munculnya metode omnibus law di Indonesia dilatarbelakangi oleh keinginan 

Pemerintah untuk mendorong investasi, guna mengejar visi Indonesia 2045 untuk 

menjadi 5 kekuatan besar ekonomi dunia. Ominibus law diterbitkan Pemerintah 

untuk menyederhanakan dan mengharmonisasi regulasi dan perizinan yang ada. 

Dengan omnibus law, ketentuan yang ada di dalam Undang-undang diganti atau 

dicabut, atau diatur ulang.
1
 

Dalam konsep ilmu Hukum Administrasi Negara, suatu Undang-undang adalah 

payung hukum yang utama yang wajib untuk dijadikan dasar hukum bagi pemerintah 

sebagai pelaksana dari Undang-undang tersebut. Pada prinsipnya, tindakan hukum 

administrasi hanya dapat dilakukan dalam hal dan dengan cara yang telah diatur dan 

                                                                 
1
 https://law.ui.ac.id/v3/tiga-guru-besar-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/, diakses 15 Februari 

2020. 

https://law.ui.ac.id/v3/tiga-guru-besar-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/


diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, di mana Undang-undang adalah 

payung hukum (raamwet).
2
  

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang disusun oleh Pemerintah 

merupakan salah satu contoh RUU yang dirancang menggunakan metode omnibus 

law. Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Undang-undang dari 

konsep omnibus law belum diatur. Undang-undang Republik Indonesia selama ini 

dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (UU No.12 Tahun 2011), dimana sumber aturan 

paling tinggi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik 

Indonesia.  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU 

Ketenagakerjaan) mengatur tentang hak-hak bagi buruh/pekerja, namun masih 

terdapat kelemahan misalnya pada tahun 2004 Mahkamah Konstitusi (MK) setelah 

melakukan judicial review, membatalkan Pasal 158 yang memberi kewenangan pada 

pengusaha untuk memecat secara sepihak buruh yang dituduh melakukan kesalahan 

berat. 

Selanjutnya pada tahun 2010 MK kembali mengabulkan pengajuan judicial review 

membatalkan Pasal 120 Ayat (1) dan Ayat (2) yang mengatur tentang syarat-syarat 

perundingan Perjanjian Kerja Bersama karena bertentangan dengan konstitusi. 

Selanjutnya tahun 2011 MK mengabulkan untuk sebagian pengajuan judicial review 

atas Pasal 155 Ayat (2) tentang upah. 

                                                                 
2
 A.D. Belinfante, 1985, Beginselen van Nederlanse Staatsrecht, Aplheen aan den Rijn, Samson 

Uitgeverij, hlm 50. 



Kemudian pada tahun 2012 MK mengabulkan permohonan Ketua Umum Aliansi 

Petugas Pembaca Meteran Listrik terkait Pasal Pasal 64, 65 dan 66 tentang 

Outsourcing (penyedia jasa pekerjaan). MK menyatakan pasal tersebut di atas 

inkonstitusional bersyarat, dan mewajibkan pengusaha untuk menjamin pekerja yang 

melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh kehilangan hak-

haknya sebagaimana dilindungi oleh konstitusi. 

Mengingat kelemahan-kelemahan di atas, memanglah UU Ketenagakerjaan sudah 

usang dan perlu sekali untuk direvisi guna menjamin kepastian hukum dan 

perlindungan atas hak-hak buruh, yang merupakan salah satu alasan disusunnya RUU 

Cipta Kerja dengan proses penyusunan menggunakan metode omnibus law oleh 

Pemerintah. 

Dalam upaya tersebut, draft RUU Cipta Kerja ternyata mendapatkan resistensi dari 

pihak buruh, karena dianggap bertentangan bahkan menghilangkan prinsip-prinsip 

perlindungan kesejahteraan buruh, seperti tidak ada jaminan pekerjaan, perlindungan 

mengenai pendapatan pekerja, serta hilangnya jaminan sosial bagi buruh.
3
 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1) Apa sajakah potensi kerugian buruh dalam kaitannya dengan pembentukan 

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus 

law? 

                                                                 
3
 https://www.cnbcindonesia.com/news/20200216192806-4-138248/termasuk-soal-pesangon-ini-9-

alasan-buruh-tolak-ruu-ciptaker diakses 17 Februari 2020. 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200216192806-4-138248/termasuk-soal-pesangon-ini-9-alasan-buruh-tolak-ruu-ciptaker
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200216192806-4-138248/termasuk-soal-pesangon-ini-9-alasan-buruh-tolak-ruu-ciptaker


2) Bagaimanakah pengaruh Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang 

menggunakan metode omnibus law terhadap peraturan pelaksana di bawahnya? 

1.3. Tujuan Khusus, Urgensi dan Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan hak-hak buruh yang berpotensi untuk 

dirugikan dalam kaitannya dengan pembentukan RUU Cipta Kerja yang telah 

dirancang dengan menggunakan metode omnibus law apabila dibandingkan dengan 

hak-hak buruh yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sistem Hukum dan Hierarki Perundang-undangan Indonesia 

Secara garis besar, konsep Negara hukum terdiri dari versi Eropa dan versi Anglo 

Saxon. Negara hukum klasik (formal) diperkenalkan oleh F.J. Stahl atas pengaruh 

pemikiran Rousseau, yakni antara lain: 

1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 

2) Penyelenggaraan Negara harus didasarkan atas teori trias politica supaya 

menjamin terlindunginya hak-hak asasi manusia tersebut. 

3) Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas Undang-undang (wetmatig 

bestuur). 

4) Apabila dalam pelaksanaan kewenangannya pemerintah melanggar hak-hak asasi 

warga Negara, maka harus ada pengadilan administrasi yang menyelesaikan.
4
 

Pada Negara-negara bercorak Anglo Saxon, konsep Negara hukumnya dipengaruhi 

oleh the rule of law dari A.V. Dicey yang meliputi unsur-unsur berikut: 

1) Supermasi hukum, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam 

Negara adalah hukum. 

2) Persamaan kedudukan hukum bagi setiap orang. 
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 W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Sarana Pemerintahan, Chaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 3. 



3) Konstitusi bukan sumber dari hak-hak asasi manusia, dan jika hak-hak manusi ada 

dalam konstitusi, maka itu hanya sebagai penegasan bahwa hak-hak asasi itu harus 

dilindungi.
5
 

Berdasarkan hal tersebut, maka prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan di 

setia Negara sangat bergantung pada sistem yang dianut setiap Negara. Indonesia 

berdasarkan sejarahnya, menganut sistem Eropa Kontinental, dimana Undang-undang 

menjadi dasar dari setiap perbuatan pemerintah.  

Perundang-undangan Indonesia dibentuk dan disusun berdasarkan UU No.12 Tahun 

2011, dengan hierarki sebagaimana diatur oleh Pasal 7 Ayat (1) di bawah ini: 

1) UUD 1945 

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

3) Undang-Undang/Perarutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

4) Peraturan Pemerintah 

5) Peraturan Presiden 

6) Peraturan Daerah Provinsi 

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa perundang-undangan Indonesia bersifat 

normatif-kognitif, mencakup 3 ranah penting yakni proses perundang-undangan, 

metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan. Untuk dapat 

memperkuat legitimasi suatu undang-undang, setidaknya ia harus memiliki dasar 

                                                                 
5
 Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 1983,  Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi 

Hukum Tata Negara FH-UI, Jakarta, hlm 161. 



kewenangan yang jelas, berkesesuaian dengan bentuknya, dan berkesesuaian dengan 

materinya.
6
 

2.2. Omnibus Law  

Kata Omnibus berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semuanya, dimana artinya 

berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk 

banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata Law yang maka 

dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua. Omnibus Law bukanlah hal baru di 

dunia ilmu hukum secara global, hanya saja untuk di Indonesia sudah sangat 

diperlukan untuk membenahi tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Proses 

harmonisasi peraturan perundang-undangan selain hambatan diatas juga memakan 

waktu yang lama. Dengan konsep Omnibus Law maka peraturan yang dianggap tidak 

relevan atau bermasalah dapat diselesaikan secara cepat.
7
 

Di dalam Black Law Dictionary, Omnibus Law dikenal sebagai Omnibus Bill, 

didefinisikan sebagai “relating to or dealing with numerous object or item at once; 

including many thing or having various purpose”, atau upaya menggabungkan 

beberapa obyek pengaturan yang beragam yang dikondisikan untuk digabung menjadi 

satu bentuk pengaturan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.
8
 

Omnibus merupakan “a draft law before a legislature which contains more than one 

substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, 

ostensibly for the sake of convenience”, yaitu suatu draf yang berisi lebih dari satu 

                                                                 
6
 Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Penyusunan, Kanisius, 

Yogyakarta, hlm 229.  
7
 Firman Freaddy Busroh, 2017, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan 

Regulasi Pertanahan, ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017 hlm 242. 
8
 Bryan A. Garner, 2004, Black Law Dictionary 9

th
 Edition, USA. 



substansi yang digabung dalam satu undang-undang (bill), maka omnibus sebenarnya 

hanyalah sebuah metode atau cara untuk mengkombinasi beragam substansi hukum ke 

dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memudahkan.
9
 

Sebagai sebuah metode, omnibus law merupakan suatu teknik perumusan norma 

peraturan perundang-undangan yang melaui satu peraturan perundang-undangan yang 

baru mengoreksi secara sekaligus banyak pasal dalam banyak undang-undang untuk 

mencapai kebijakan negara yang sangat penting. Metode ini memiliki ciri khas antara 

lain: 

1) Multisektor atau terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama. 

2) Terdiri atas banyak pasal, akibat banyaknya sektor yang dicakup. 

3) Terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu 

peraturan perundang-undangan baru. 

4) Mandiri atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan 

lain. 

5) Menegasikan/mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain.
10

 

Mencermati pengertian omnibus law tersebut, sebenarnya dapat diterapkan dalam 

penyusunan regulasi di Indonesia. Masalahnya mungkin konsep hukum dalam tata 

urutan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam UU No. 11 Tahun 2012 hanya 

menetapkan undang- undang sebagai yang tertinggi, tidak mengenal peraturan di atas 

undang-undang.
11

 

                                                                 
9
 Duhaime’s Law Dictionary, Omnibus Bill, dalam 

www.duhaime.org/LegalDictionary/Category/ParliamentaryLaw.aspx, diakses 21 Maret 2020. 
10

 Ahmad Redi, 2020, Omnibus Law: Metode Sakti Mengatasi Kebuntuan Praktik Berhukum (Diskursus 
Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan Nasional), Rajawali Press, Depok, hlm 6. 
11

 Henry Donald Lbn. Toruan, 2017, Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model  Omnibus Law, 
Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1, April 2017, hlm 465.  

http://www.duhaime.org/LegalDictionary/Category/ParliamentaryLaw.aspx


2.3. Buruh atau Pekerja 

Buruh menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain 

dengan mendapat upah.
12

 

Pada mulanya buruh adalah istilah yang dipakai, bahkan sejak zaman Belanda di mana 

istilah yang dikenal dalam setiap peraturan adalah buruh. Pada zaman penjajahan 

Belanda yang dimaksudkan buruh adalah pekerja kasar sepeti kuli, tukang, mandor 

yang melakukan pekerjaan kasar yang disebut sebagai Blue Collar. Sedangkan yang 

melakukan pekerjaan dikantor pemerintah maupun swasta disebut sebagai 

“Karyawan/pegawai” (White Collar).
13

 Seiring dengan perkembangannya, istilah 

buruh menjadi penghalusan makna menjadi istilah pekerja. 

Menurut Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003, pekerja/buruh adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja adalah 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa 

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat, sedangkan pemberi kerja 

adalah perorangan, pengusaha badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan 

tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

2.4. Hak-Hak Buruh 

UU No.13 Tahun 2003 menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang tenaga kerja 

dalam melaksanakan pekerjaannya, dengan tujuan untuk melindungi dan membatasi 

status hak dan kewajiban buruh dan pengusaha yang sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan dalam ruang lingkup kerja. Hak-hak tersebut antara lain: 
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet-7, 1995, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 158. 
13

 Lalu Husni, 2008, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, RajaGrafindo, Jakarta, hlm 33. 



a. Pasal 5-6; Hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi  

b. Pasal 11-12; Hak untuk memperoleh peningkatan dan pengembangan kompetensi 

serta mengikuti pelatihan  

c. Pasal 31; Hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau 

pindah pekerjaan  

d. Pasal 50-66; Hak atas Kepastian dalam Hubungan Kerja  

e. Pasal 77-85; Hak atas Waktu Kerja Waktu Istirahat, Cuti, Kerja Lembur dan Upah 

Kerja Lembur  

f. Pasal 88-101; Hak berkaitan dengan pengupahan, Jaminan sosial dan kesejahteraan  

g. Pasal 86-87; Hak mendapat perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, moral 

dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia 

serta Hak memperoleh jaminan kematian akibat kecelakaan kerja  

h. Pasal 104; Hak berorganisasi dan berserikat  

i. Pasal 137-145; Hak mogok kerja 

j. Pasal 156; Hak untuk mendapatkan uang pesangon setelah di PHK. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan secara yuridis normatif (dogmatic legal research) yang 

dilakukan dengan penelaahan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan hak-hak buruh serta pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (normative 

approach) dan dokumen lain terkait yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Inventarisasi dokumen hukum yang terkait dengan penelitian; 

b. Studi literatur yang berkaitan dengan penelitian; 

c. Metode korespondensi dengan unsur yang kompeten berkaitan dengan penelitian. 

3.3. Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara membaca dan mengklasifikasi sistematisasi 

data. Peraturan perundang-undangan dianalisis dengan analisis isi teks (content of 

analyses). Pengolahan bahan hukum akan dilakukan melalui tahapan-tahapan 

deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif dan 



interpretasi hukum positif. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi secara 

sistematika terhadap kenyataan hukum dalam keberlakuannya. Analisis terhadap 

bahan hukum dan data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menelaah konsep 

hukum, asas hukum, norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan pemetaan 

hak-hak buruh dalam RUU Cipta Kerja. Ditinjau dari aspek ilmu hukum dogmatik, 

analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang struktur 

hukum yang berlaku, sistematisasi  hukum, interpretasi dan penilaian hukum.
14

 

3.4. Diagram Alir Metode Penelitian 

Ragaan 1. Diagram Alir Metode Penelitian 
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 D.H.M Meuwissen, 1994, Ilmu Hukum (Penerjemah B. Arief Sidharta), Pro Justitia, Jurnal Unika 
Parahyangan, Tahun XII No.4, Oktober  hlm 26-28. 

MULAI 

Identifikasi 
Masalah: 
Disintegrasi, 
potensi kerugian 
buruh dalam 
RUU Cipta Kerja. 

Kesimpulan 
dan saran 

Pengumpulan 
Data 

Pengolahan dan 
analisis data 

SELESAI 

Penelitian 
Pendahuluan: 
Mengumpulkan 
bahan hukum 

Studi Literatur: 
Teori dan peraturan 
tentang ketenagakerjaan 
dan pembentukan 
peraturan perundang-
undangan 



 

 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Potensi Kerugian Buruh dalam Kaitannya dengan Pembentukan RUU 

       Cipta Kerja yang Dirancang Menggunakan Metode Omnibus Law 

 

RUU Cipta Kerja disusun dengan gagasan pemikiran bahwa dengan cipta kerja 

diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah 

persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, termasuk 

peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Selama ini perlindungan dan 

kesejahteraan pekerja yang berada di berbagai undang-undang sektor dianggap tidak 

memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja, sehingga lahirnya RUU 

Cipta Kerja dijadikan sebagai suatu bentuk terobosan hukum untuk mengatasi berbagai 

persoalan tersebut, dan perumusannya dilakukan dengan menggunakan metode 

Omnibus Law. Omnibus Law sendiri adalah metode atau cara, dan bukannya 

merupakan suatu jenis peraturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun 

peraturan daerah.  

Cakupan dalam RUU Cipta Kerja antara lain mengatur tentang: 

a. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha  

b. Ketenagakerjaan  



c. Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

serta Perkoperasian 

d. Kemudahan Berusaha 

e. Dukungan Riset dan Inovasi 

f. Pengadaan Lahan 

g. Kawasan Ekonomi 

h. Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategi Nasional 

i. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan 

j. Pengenaan Sanksi. 

Dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan, diatur di dalam Bab IV RUU Cipta Kerja. 

Pasal 88 menyatakan bahwa dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga 

kerja dan meningkatkan peran tenaga kerja dalam mendukung ekosistem investasi, 

RUU ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan 

yang diatur dalam: 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4279);  

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4456); dan  

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5256). 



Pasal yang diubah dalam UU No.13 Tahun 2003 antara lainterdapat dalam tabel 

berikut. 

Tabel 1. 

Perbandingan UU No.13 Tahun 2003 (Ketenagakerjaan) dengan  

RUU Cipta Kerja 

 

No. UU Ketenagakerjaan 2003 RUU Cipta Kerja 

Tenaga Kerja Asing 

1 Pasal 42  

(1) Setiap pemberi kerja yang 

mempekerjakan tenaga kerja asing 

wajib memiliki izin tertulis dari 

Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk.  

(2) Pemberi kerja orang perseorangan 

dilarang mempekerjakan tenaga 

kerja asing.  

(3) Kewajiban memiliki izin 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), tidak berlaku bagi perwakilan 

negara asing yang mempergunakan 

tenaga kerja asing sebagai pegawai 

diplomatik dan konsuler.  

(4) Tenaga kerja asing dapat 

dipekerjakan di Indonesia hanya 

dalam hubungan kerja untuk 

jabatan tertentu dan waktu tertentu.  

(5) Ketentuan mengenai jabatan 

tertentu dan waktu tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(4) ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri.  

(6) Tenaga kerja asing sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (4) yang 

masa kerjanya habis dan tidak 

dapat di perpanjang dapat 

digantikan oleh tenaga kerja asing 

lainnya. 

 

 

(1) Setiap pemberi kerja yang 

mempekerjakan tenaga kerja 

asing wajib memiliki pengesahan 

rencana penggunaan tenaga kerja 

asing dari Pemerintah Pusat.  

(2) Pemberi kerja orang perseorangan 

dilarang mempekerjakan tenaga 

kerja asing. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak berlaku bagi: 

a. anggota direksi atau anggota 

dewan komisaris dengan 

kepemilikan saham sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; b. pegawai diplomatik 

dan konsuler pada kantor 

perwakilan negara asing; atau c. 

tenaga kerja asing yang 

dibutuhkan oleh Pemberi Kerja 

pada jenis kegiatan pemeliharaan 

mesin produksi untuk keadaan 

darurat, vokasi, start-up, 

kunjungan bisnis, dan penelitian 

untuk jangka waktu tertentu. 

(4) Tenaga kerja asing dapat 

dipekerjakan di Indonesia hanya 

dalam hubungan kerja untuk 

jabatan tertentu dan waktu 

tertentu serta memiliki 

kompetensi sesuai dengan jabatan 

yang akan diduduki.  

(5) Tenaga kerja asing dilarang 

menduduki jabatan yang 

mengurusi personalia.  

(6) Ketentuan mengenai jabatan 

tertentu dan waktu tertentu 



sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dan ayat (5) diatur dengan 

Peraturan Presiden. 

2. Pasal 43 

(1) Pemberi kerja yang menggunakan 

tenaga kerja asing harus memiliki 

rencana penggunaan tenaga kerja 

asing yang disahkan oleh Menteri 

atau pejabat yang ditunjuk.  

(2) Rencana penggunaan tenaga kerja 

asing sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 

memuat keterangan : a. alasan 

penggunaan tenaga kerja asing; b. 

jabatan dan/atau kedudukan tenaga 

kerja asing dalam struktur 

organisasi perusahaan yang 

bersangkutan; c. jangka waktu 

penggunaan tenaga kerja asing; 

dan d. penunjukan tenaga kerja 

warga negara Indonesia sebagai 

pendamping tenaga kerja asing 

yang dipekerjakan. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) tidak berlaku bagi 

instansi pemerintah, badan-badan 

internasional dan perwakilan 

negara asing.  

(4) Ketentuan mengenai tata cara 

pengesahan rencana penggunaan 

tenaga kerja asing diatur dengan 

Keputusan Menteri. 

 Dihapus 

3. Pasal 44 

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing 

wajib menaati ketentuan mengenai 

jabatan dan standar kompetensi 

yang berlaku.  

(2) Ketentuan mengenai jabatan dan 

standar kompetensi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur 

dengan Keputusan Menteri. 

 Dihapus 

4. Pasal 45 

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing 

wajib : a. menunjuk tenaga kerja 

warga negara Indonesia sebagai 

tenaga pendamping tenaga kerja 

asing yang dipekerjakan untuk alih 

teknologi dan alih keahlian dari 

tenaga kerja asing; dan b. 

  

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing 

wajib: a. menunjuk tenaga kerja 

warga negara Indonesia sebagai 

tenaga pendamping tenaga kerja 

asing yang dipekerjakan untuk 

alih teknologi dan alih keahlian 

dari tenaga kerja asing; b. 



melaksanakan pendidikan dan 

pelatihan kerja bagi tenaga kerja 

Indonesia sebagaimana dimaksud 

pada huruf a yang sesuai dengan 

kualifikasi jabatan yang diduduki 

oleh tenaga kerja asing.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) tidak berlaku bagi 

tenaga kerja asing yang menduduki 

ja batan direksi dan/atau komisaris. 

melaksanakan pendidikan dan 

pelatihan kerja bagi tenaga kerja 

Indonesia sebagaimana dimaksud 

pada huruf a yang sesuai dengan 

kualifikasi jabatan yang diduduki 

oleh tenaga kerja asing; dan c. 

memulangkan tenaga kerja asing 

ke negara asalnya setelah 

hubungan kerjanya berakhir.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf a dan huruf b 

tidak berlaku bagi tenaga kerja 

asing yang menduduki jabatan 

tertentu. 

5. Pasal 46 

(1) Tenaga kerja asing dilarang 

menduduki jabatan yang 

mengurusi personalia dan/atau 

jabatanjabatan ter tentu.  

(2) Jabatan-jabatan tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) diatur dengan Keputusan 

Menteri. 

 Dihapus 

6. Pasal 47 

(1) Pemberi kerja wajib membayar 

kompensasi atas setiap tenaga 

kerja asing yang dipekerjakannya. 

(2) Kewajiban membayar kompensasi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) tidak berlaku bagi instansi pe 

merintah, perwakilan negara asing, 

badan-badan internasional, 

lembaga sosial, lembaga 

keagamaan, dan jabatan-jabatan 

tertentu di lembaga pendidikan. 

(3) Ketentuan mengenai jabatan-

jabatan tertentu di lembaga 

pendidikan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) diatur dengan 

Keputusan Menteri.  

(4) Ketentuan mengenai besarnya 

kompensasi dan penggunaannya 

diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

(1) Pemberi kerja wajib membayar 

kompensasi atas setiap tenaga 

kerja asing yang dipekerjakannya.  

(2) Kewajiban membayar kompensasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak berlaku bagi instansi 

pemerintah, perwakilan negara 

asing, badan internasional, 

lembaga sosial, lembaga 

keagamaan, dan jabatan tertentu 

di lembaga pendidikan.  

(3) Ketentuan mengenai besaran dan 

penggunaan kompensasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

7. Pasal 48 

Pemberi kerja yang mempekerjakan 

tenaga kerja asing wajib memulangkan 

tenaga kerja asing ke negara asalnya 

setelah hubungan kerjanya berakhir. 

Dihapus 



8. Pasal 49 

Ketentuan mengenai penggunaan tenaga 

kerja asing serta pelaksanaan pendidikan 

dan pelatihan tenaga kerja pendamping 

diatur dengan Keputusan Presiden. 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai 

penggunaan tenaga kerja asing diatur 

dengan Peraturan Presiden. 

Perjanjian Kerja 

9. Pasal 56 

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk 

waktu tertentu atau untuk waktu 

tidak tertentu.  

(2) Perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) didasarkan atas : a. 

jangka waktu; atau b. selesainya 

suatu pekerjaan tertentu. 

 

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk 

waktu tertentu atau untuk waktu 

tidak tertentu.  

(2) Perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) didasarkan atas:  a. 

jangka waktu; atau b. selesainya 

suatu pekerjaan tertentu.  

(3) Jangka waktu atau selesainya 

suatu pekerjaan tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditentukan berdasarkan 

kesepakatan para pihak.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

perjanjian kerja waktu tertentu 

berdasarkan jangka waktu atau 

selesainya suatu pekerjaan 

tertentu diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

10. Pasal 57 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu dibuat secara tertulis serta 

harus menggunakan bahasa 

Indonesia dan huruf latin.  

(2) Perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu yang dibuat tidak tertulis 

bertentangan dengan ketentuan 

sebagai mana dimaksud dalam ayat 

(1) dinyatakan sebagai perjanjian 

kerja untuk waktu tidak tertentu.  

(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat 

dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa asing, apabila kemudian 

terdapat perbedaan penafsiran 

antara keduanya, maka yang 

berlaku perjanjian kerja yang 

dibuat dalam bahasa Indonesia. 

 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu dibuat secara tertulis serta 

harus menggunakan bahasa 

Indonesia dan huruf latin.  

(2) Dalam hal perjanjian kerja waktu 

tertentu dibuat dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa asing, 

apabila kemudian terdapat 

perbedaan penafsiran antara 

keduanya, maka yang berlaku 

perjanjian kerja waktu tertentu 

yang dibuat dalam bahasa 

Indonesia. 

11. Pasal 58 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu tidak dapat mensyaratkan 

adanya masa percobaan kerja. 

 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu tidak dapat mensyaratkan 

adanya masa percobaan kerja.  



(2) Dalam hal disyaratkan masa 

percobaan kerja dalam perjanjian 

kerja sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), masa percobaan 

kerja yang disyaratkan batal demi 

hukum. 

(2) Dalam hal disyaratkan masa 

percobaan kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), masa 

percobaan kerja yang disyaratkan 

tersebut batal demi hukum dan 

masa kerja tetap dihitung. 

12. Pasal 59 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu hanya dapat dibuat untuk 

pekerjaan tertentu yang menurut 

jenis dan sifat atau kegiatan 

pekerjaannya akan selesai dalam 

waktu tertentu, yaitu : a. pekerjaan 

yang sekali selesai atau yang 

sementara sifatnya; b. pekerjaan 

yang diperkirakan penyelesaiannya 

dalam waktu yang tidak terlalu 

lama dan paling lama 3 (tiga) 

tahun; c. pekerjaan yang bersifat 

musiman; atau d. pekerjaan yang 

berhubungan dengan produk baru, 

kegiatan baru, atau produk 

tambahan yang masih dalam 

percobaan atau penjajakan.  

(2) Perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu tidak dapat diadakan untuk 

pekerjaan yang bersifat tetap.  

(3) Perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu dapat diperpanjang atau 

diperbaharui.  

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu 

yang didasarkan atas jangka waktu 

tertentu dapat diadakan untuk 

paling lama 2 (dua) tahun dan 

hanya boleh diperpanjang 1 (satu) 

kali untuk jangka waktu paling 

lama 1 (satu) tahun. 

 

Dihapus 

13. Pasal 61 

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila : 

a. pekerja meninggal dunia; b. 

berakhirnya jangka waktu 

perjanjian kerja; c. adanya putusan 

pengadilan dan/atau putusan atau 

penetapan lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial 

yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; atau d. adanya 

keadaan atau kejadian tertentu 

yang dicantumkan dalam 

 

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila : 

a. pekerja meninggal dunia; b. 

berakhirnya jangka waktu 

perjanjian kerja; c. selesainya 

suatu pekerjaan tertentu; d. 

adanya putusan pengadilan 

dan/atau putusan lembaga 

penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang telah 

mempunyai kekuatan hukum 

tetap; atau e. adanya keadaan atau 



perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama yang dapat menyebabkan 

berakhirnya hubungan kerja.  

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir 

karena meninggalnya pengusaha 

atau beralihnya hak atas 

perusahaan yang disebabkan 

penjualan, pewarisan, atau hibah.  

(3) Dalam hal terjadi pengalihan 

perusahaan maka hak-hak 

pekerja/buruh menjadi tanggung 

jawab pengusaha baru, kecuali 

ditentukan lain dalam perjanjian 

pengalihan yang tidak mengurangi 

hak-hak pekerja/buruh.  

(4) Dalam hal pengusaha, orang 

perseorangan, meninggal dunia, 

ahli waris pengusaha dapat 

mengakhiri per-janjian kerja 

setelah merundingkan dengan 

pekerja/buruh.  

(5) Dalam hal pekerja/buruh 

meninggal dunia, ahli waris 

pekerja/ buruh berhak 

mendapatkan hak haknya se-suai 

dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku atau hak 

hak yang telah diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama. 

kejadian tertentu yang 

dicantumkan dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama yang 

dapat menyebabkan berakhirnya 

hubungan kerja. 

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir 

karena meninggalnya pengusaha 

atau beralihnya hak atas 

perusahaan yang disebabkan 

penjualan, pewarisan, atau hibah.  

(3) Dalam hal terjadi pengalihan 

perusahaan maka hak-hak 

pekerja/buruh menjadi tanggung 

jawab pengusaha baru, kecuali 

ditentukan lain dalam perjanjian 

pengalihan yang tidak 

mengurangi hak-hak 

pekerja/buruh.  

(4) Dalam hal pengusaha, orang 

perseorangan, meninggal dunia, 

ahli waris pengusaha dapat 

mengakhiri perjanjian kerja 

setelah merundingkan dengan 

pekerja/buruh.  

(5) Dalam hal pekerja/buruh 

meninggal dunia, ahli waris 

pekerja/buruh berhak 

mendapatkan hak-haknya sesuai 

dengan peraturan perundang-

undangan atau hak-hak yang telah 

diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama. 

14.  Pasal 61A 

(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu 

tertentu berakhir sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) 

huruf b dan huruf c, pengusaha 

wajib memberikan uang 

kompensasi kepada 

pekerja/buruh.  

(2) Uang kompensasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan 

kepada pekerja/buruh yang 

mempunyai masa kerja paling 

sedikit 1 tahun pada perusahaan 

yang bersangkutan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 



besaran uang kompensasi diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

15. Pasal 62 

Apabila salah satu pihak mengakhiri 

hubungan kerja sebelum berakhirnya 

jangka waktu yang ditetapkan dalam 

perjanjian kerja waktu tertentu, atau 

berakhirnya hubungan kerja bukan 

karena ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang 

mengakhiri hubungan kerja diwajibkan 

membayar ganti rugi kepada pihak 

lainnya sebesar upah pekerja/buruh 

sampai batas waktu berakhirnya jangka 

waktu perjanjian kerja. 

 

Apabila salah satu pihak mengakhiri 

hubungan kerja sebelum berakhirnya 

jangka waktu yang ditetapkan dalam 

perjanjian kerja waktu tertentu atau 

berakhirnya hubungan kerja bukan 

karena ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), 

pihak yang mengakhiri hubungan kerja 

diwajibkan membayar ganti rugi 

kepada pihak lainnya sebesar upah 

pekerja/buruh sampai batas waktu 

berakhirnya jangka waktu perjanjian 

kerja. 

Outsourcing 

16. Pasal 64 

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada 

perusahaan lainnya melalui perjanjian 

pemborongan pekerjaan atau penyediaan 

jasa pekerja/buruh yang dibuat secara 

tertulis. 

Dihapus 

17. Pasal 65 

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan 

pekerjaan kepada perusahaan lain 

dilaksanakan melalui perjanjian 

pem borongan pekerjaan yang 

dibuat secara tertulis.  

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan 

kepada perusahaan lain 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : a. dilakukan 

secara terpisah dari kegiatan 

utama; b. dilakukan dengan 

perintah langsung atau tidak 

langsung dari pemberi pekerjaan; 

c. merupakan kegiatan penunjang 

perusahaan secara keseluruhan; 

dan d. tidak menghambat proses 

produksi secara langsung.  

(3) Perusahaan lain sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) harus 

berbentuk badan hukum.  

(4) Perlindungan kerja dan syarat-

syarat kerja bagi pekerja/buruh 

Dihapus 



pada perusahaan lain sebagaimana 

dimak-sud dalam ayat (2) 

sekurang-kurangnya sama dengan 

perlindungan kerja dan 

syaratsyarat kerja pada perusahaan 

pemberi pekerjaan atau sesuai 

dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku.  

(5) Perubahan dan/atau penambahan 

syarat-syarat sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) diatur 

lebih lanjut dengan Keputusan 

Menteri.  

(6) Hubungan kerja dalam 

pelaksanaan pekerjaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) diatur dalam perjanjian kerja 

secara tertulis antara perusahaan 

lain dan pekerja/buruh yang 

dipekerjakannya.  

(7) Hubungan kerja sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (6) dapat 

didasarkan atas perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu atau perjanjian 

kerja waktu tertentu apabila 

memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59.  

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) dan ayat 

(3) tidak terpenuhi, maka demi 

hukum status hubungan kerja 

pekerja/buruh dengan perusahaan 

penerima pemborongan beralih 

menjadi hubungan kerja 

pekerja/buruh dengan perusahaan 

pemberi pekerjaan.  

(9) Dalam hal hubungan kerja beralih 

ke perusahaan pemberi pekerjaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(8), maka hubungan kerja 

pekerja/buruh dengan pemberi 

pekerjaan sesuai dengan hubungan 

kerja sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (7). 

18. Pasal 66 

(1) Pekerja/buruh dari perusahaan 

penyedia jasa pekerja/buruh tidak 

boleh digunakan oleh pemberi 

 

(1) Hubungan kerja antara 

perusahaan alih daya dengan 

pekerja/buruh yang 



kerja untuk melaksanakan kegiatan 

pokok atau kegiatan yang 

berhubungan langsung dengan 

proses produksi, kecuali untuk 

kegiatan jasa penunjang atau 

kegiatan yang tidak berhubungan 

langsung dengan proses produksi.  

(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk 

kegiatan jasa penunjang atau 

kegiatan yang tidak berhubungan 

lang-sung dengan proses produksi 

harus memenuhi syarat sebagai 

berikut : a. adanya hubungan kerja 

antara pekerja/buruh dan    

perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh; b. perjanjian kerja 

yang berlaku dalam hubungan 

kerja sebagaimana dimaksud pada 

huruf a adalah perjanjian kerja 

untuk waktu tertentu yang 

memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu yang dibuat 

secara tertulis dan ditandatangani 

oleh kedua belah pihak; c. 

perlindungan upah dan 

kesejahteraan, syarat-syarat kerja, 

serta perselisihan yang timbul 

menjadi tanggung jawab 

perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh; dan d. perjanjian 

antara perusahaan pengguna jasa 

pekerja/buruh dan perusahaan lain 

yang bertindak sebagai perusahaan 

penyedia jasa pekerja/buruh dibuat 

secara tertulis dan wajib memuat 

pasal-pasal sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang ini.  

(3) Penyedia jasa pekerja/buruh 

merupakan bentuk usaha yang 

berbadan hukum dan memiliki izin 

dari instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan.  

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) 

huruf a, huruf b, dan huruf d serta 

ayat (3) tidak terpenuhi, maka 

demi hukum status hubungan kerja 

dipekerjakannya didasarkan pada 

perjanjian kerja waktu tertentu 

atau perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu.  

(2) Pelindungan pekerja/buruh, upah 

dan kesejahteraan, syarat-syarat 

kerja serta perselisihan yang 

timbul menjadi tanggung jawab 

perusahaan alih daya.  

(3) Perusahaan alih daya 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) berbentuk badan hukum dan 

wajib memenuhi Perizinan 

Berusaha.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pelindungan pekerja/buruh 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 



antara pekerja/buruh dan 

perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh beralih menjadi 

hubungan kerja antara 

pekerja/buruh dan perusahaan 

pemberi pekerjaan. 

Waktu Kerja 

19. Pasal 77 

(1) Setiap pengusaha wajib 

melaksanakan ketentuan waktu 

kerja.  

(2) Waktu kerja sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) meliputi : 

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 

(empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 

(satu) minggu; atau b. 8 (delapan) 

jam 1 (satu) hari dan 40 (empat 

puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 

5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) 

minggu.  

(3) Ketentuan waktu kerja 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) tidak berlaku bagi sektor usaha 

atau peker-jaan tertentu.  

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja 

pada sektor usaha atau pekerjaan 

tertentu sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) diatur dengan 

Keputusan Menteri. 

 

(1) Setiap Pengusaha wajib 

melaksanakan ketentuan waktu 

kerja.  

(2) Waktu kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling 

lama 8 (delapan) jam 1 (satu) hari 

dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 

minggu.   

(3) Pelaksanaan jam kerja bagi 

pekerja/buruh di perusahaan 

diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama. 

20.  Pasal 77A 

(1) Pengusaha dapat memberlakukan 

waktu kerja yang melebihi 

ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 77 ayat (2) untuk 

jenis pekerjaan atau sektor usaha 

tertentu.  

(2) Waktu kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan skema 

periode kerja.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

jenis pekerjaan atau sektor usaha 

tertentu serta skema periode kerja 

diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

21. Pasal 78 

(1) Pengusaha yang mempekerjakan 

 

(1) Pengusaha yang mempekerjakan 



pekerja/buruh melebihi waktu 

kerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 77 ayat (2) harus 

memenuhi syarat : a. ada 

persetujuan pekerja/buruh yang 

bersangkutan; dan b. waktu kerja 

lembur hanya dapat dilakukan 

paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 

(satu) hari dan 14 (empat belas) 

jam dalam 1 (satu) minggu.  

(2) Pengusaha yang mempekerjakan 

pekerja/buruh melebihi waktu 

kerja sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) wajib membayar 

upah kerja lembur.  

(3) Ketentuan waktu kerja lembur 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b tidak berlaku bagi 

sektor usaha atau pekerjaan 

tertentu.  

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja 

lembur dan upah kerja lembur 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) dan ayat (3) diatur dengan 

Keputusan Menteri. 

pekerja/buruh melebihi waktu 

kerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 77 ayat (2) harus 

memenuhi syarat: a. ada 

persetujuan pekerja/buruh yang 

bersangkutan; dan b. waktu kerja 

lembur hanya dapat dilakukan 

paling banyak 4 (empat) jam 

dalam 1 (satu) hari dan 18 

(delapan belas) jam dalam 1 (satu) 

minggu.  

(2) Pengusaha yang mempekerjakan 

pekerja/buruh melebihi waktu 

kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib membayar upah 

kerja lembur.   

(3) Ketentuan waktu kerja lembur 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b tidak berlaku bagi 

pekerjaan atau sektor usaha 

tertentu.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

waktu kerja lembur dan upah 

kerja lembur diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

22. Pasal 79 

(1) Pengusaha wajib memberi waktu 

istirahat dan cuti kepada 

pekerja/buruh.  

(2) Waktu istirahat dan cuti 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), meliputi : a. istirahat antara 

jam kerja, sekurang kurangnya 

setengah jam setelah bekerja 

selama 4 (empat) jam terus 

menerus dan waktu istirahat 

tersebut tidak termasuk jam kerja; 

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari 

untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 

(satu) minggu atau 2 (dua) hari 

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 

(satu) minggu; c. cuti tahunan, 

sekurang kurangnya 12 (dua belas) 

hari kerja setelah pekerja/buruh 

yang bersangkutan bekerja selama 

12 (dua belas) bulan secara terus 

menerus; dan d. istirahat panjang 

sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan 

dan dilaksanakan pada tahun 

 

(1) Pengusaha wajib memberi: a. 

waktu istirahat; dan b. cuti.  

(2) Waktu istirahat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a 

wajib diberikan kepada 

pekerja/buruh paling sedikit 

meliputi: a. istirahat antara jam 

kerja, paling sedikit setengah jam 

setelah bekerja selama 4 (empat) 

jam terus-menerus dan waktu 

istirahat tersebut tidak termasuk 

jam kerja; dan b. istirahat 

mingguan 1 (satu) hari untuk 6 

(enam) hari kerja dalam 1 (satu) 

minggu.  

(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b yang wajib 

diberikan kepada pekerja/buruh 

yaitu cuti tahunan, paling sedikit 

12 (dua belas) hari kerja setelah 

pekerja/buruh yang bersangkutan 

bekerja selama 12 (dua belas) 

bulan secara terus menerus.  



ketujuh dan kedelapan masing-

masing 1 (satu) bulan bagi 

pekerja/buruh yang telah bekerja 

selama 6 (enam) tahun secara 

terus-menerus pada perusahaan 

yang sama dengan ketentuan 

pekerja/buruh tersebut tidak berhak 

lagi atas istirahat tahunannya 

dalam 2 (dua) tahun berjalan dan 

selanjutnya berlaku untuk setiap 

kelipatan masa kerja 6 (enam) 

tahun.  

(3) Pelaksanaan waktu istirahat 

tahunan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) huruf c diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama.  

(4) Hak istirahat panjang sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) huruf d 

hanya berlaku bagi pekerja/buruh 

yang bekerja pada perusahaan 

tertentu. (5) Perusahaan tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(4) diatur dengan Keputusan 

Menteri. 

(4) Pelaksanaan cuti tahunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama.  

(5) Selain waktu istirahat dan cuti 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ayat (2), dan ayat (3), 

perusahaan dapat memberikan 

cuti panjang yang diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama. 

Pengupahan 

23. Pasal 88 

(1) Setiap pekerja/buruh berhak 

memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan.  

(2) Untuk mewujudkan penghasilan 

yang memenuhi penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), pemerintah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang 

melindungi pekerja/buruh.  

(3) Kebijakan pengupahan yang 

melindungi pekerja/buruh 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) meliputi : a. upah minimum; b. 

upah kerja lembur; c. upah tidak 

masuk kerja karena berhalangan; d. 

upah tidak masuk kerja karena 

melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya; e. upah karena 

 

(1) Setiap pekerja/buruh berhak atas 

penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan.  

(2) Pemerintah Pusat menetapkan 

kebijakan pengupahan nasional 

sebagai salah satu upaya 

mewujudkan hak pekerja/buruh 

atas penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

kebijakan pengupahan nasional 

diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 



menjalankan hak waktu istirahat 

kerjanya; f. bentuk dan cara 

pembayaran upah; g. denda dan 

potongan upah; h. hal-hal yang 

dapat diperhitungkan dengan upah; 

i. struktur dan skala pengupahan 

yang proporsional; j. upah untuk 

pembayaran pesangon; dan k. upah 

untuk perhitungan pajak 

penghasilan.  

(4) Pemerintah menetapkan upah 

minimum sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) huruf a berdasarkan 

kebutuhan hidup layak dan dengan 

mem-perhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi. 

24.  Pasal 88A 

(1) Hak pekerja/buruh atas upah 

timbul pada saat terjadi hubungan 

kerja antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha dan berakhir pada saat 

putusnya hubungan kerja.  

(2) Pengusaha wajib membayar upah 

kepada pekerja/buruh sesuai 

kesepakatan atau sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(3) Setiap pekerja/buruh berhak 

memperoleh upah yang sama 

untuk pekerjaan yang sama 

nilainya. 

25.  Pasal 88B 

Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan 

waktu; dan/atau b. satuan hasil 

26.  Pasal 88C 

(1) Gubernur menetapkan upah 

minimum sebagai jaring 

pengaman.  

(2) Upah minimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

merupakan upah minimum 

provinsi. 

27.  Pasal 88D  

(1) Upah minimum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 88C ayat 

(2) dihitung dengan menggunakan 

formula perhitungan upah 

minimum sebagai berikut: UMt+1 

= UMt + (UMt x %PEt).  

(2) Untuk pertama kali setelah 



berlakunya Undang- Undang 

tentang Cipta Kerja, UMt 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan upah minimum 

yang ditetapkan berdasarkan 

ketentuan peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang Ketenagakerjaan 

terkait pengupahan.  

(3) Data yang digunakan untuk 

menghitung upah minimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan data yang 

bersumber dari lembaga yang 

berwenang di bidang statistik.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

upah minimum diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

28.  Pasal 88E  

(1) Untuk menjaga keberlangsungan 

usaha dan memberikan 

perlindungan kepada 

pekerja/buruh industri padat 

karya, pada industri padat karya 

ditetapkan upah minimum 

tersendiri.  

(2) Upah minimum pada industri 

padat karya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib 

ditetapkan oleh Gubernur.  

(3) Upah minimum pada industri 

padat karya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dihitung 

dengan menggunakan formula 

tertentu.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

upah minimum industri padat 

karya dan formula tertentu diatur 

dalam Peraturan Pemerintah. 

29.  Pasal 88F  

(1) Upah minimum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 88C ayat 

(2) dan Pasal 88E ayat (1) berlaku 

bagi pekerja/buruh dengan masa 

kerja kurang dari 1 (satu) tahun 

pada perusahaan yang 

bersangkutan.  

(2) Pengusaha dilarang membayar 

upah lebih rendah dari upah 

minimum sebagaimana dimaksud 



pada Pasal 88C ayat (2) dan Pasal 

88E ayat (1). 

30.  Pasal 88G 

(1) Dalam hal gubernur : a. tidak 

menetapkan upah minimum 

dan/atau upah minimum industri 

padat karya; atau b. menetapkan 

upah minimum dan/atau upah 

minimum industri padat karya 

tidak sesuai dengan ketentuan, 

dikenai sanksi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan di 

bidang pemerintahan daerah. 

(2) Dalam hal gubernur dikenakan 

sanksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), upah minimum 

yang berlaku yaitu upah minimum 

tahun sebelumnya. 

31. Pasal 89 

(1) Upah minimum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) 

huruf a dapat terdiri atas : a. upah 

minimum berdasarkan wilayah 

provinsi atau kabupaten/kota; b. 

upah minimum berdasarkan sektor 

pada wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota.  

(2) Upah minimum sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diarahkan 

kepada pencapaian kebutuhan 

hidup layak.  

(3) Upah minimum sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) 

ditetapkan oleh Gubernur dengan 

memperhatikan rekomendasi dari 

Dewan Pengupahan Provinsi 

dan/atau Bupati/Walikota.  

(4) Komponen serta pelaksanaan 

tahapan pencapaian kebutuhan 

hidup layak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) diatur 

dengan Keputusan Menteri. 

Dihapus 

32. Pasal 90 

(1) Pengusaha dilarang membayar 

upah lebih rendah dari upah 

minimum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 89.  

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu 

membayar upah minimum 

Dihapus 



sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 89 dapat dilakukan 

penangguhan.  

(3) Tata cara penangguhan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) diatur dengan Keputusan 

Menteri. 

33.  Pasal 90A  

Upah di atas upah minimum 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh di perusahaan. 

34.  Pasal 90B  

(1) Ketentuan upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 88C ayat (2) dan Pasal 88E 

ayat (1) dikecualikan bagi Usaha 

Mikro dan Kecil.  

(2) Upah pada Usaha Mikro dan 

Kecil ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan antara pengusaha 

dengan pekerja/buruh di 

perusahaan.  

(3) Kesepakatan upah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) harus di 

atas angka garis kemiskinan yang 

diterbitkan oleh lembaga yang 

berwenang di bidang statistik.  

(4) Ketentuan mengenai kriteria 

Usaha Mikro dan Kecil sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan 

35. Pasal 91 

(1) Pengaturan pengupahan yang 

ditetapkan atas kesepakatan antara 

pengusaha dan pekerja/buruh atau 

serikat pekerja/serikat buruh tidak 

boleh lebih rendah dari ketentuan 

pengupahan yang ditetapkan 

peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

(2) Dalam hal kesepakatan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) lebih rendah atau bertentangan 

dengan peraturan perundang-

undangan, kesepakatan tersebut 

batal demi hukum, dan pengusaha 

wajib membayar upah 

pekerja/buruh menurut peraturan 

Dihapus 



perundang-undangan yang berlaku. 

36. Pasal 92 

(1) Pengusaha menyusun struktur dan 

skala upah dengan memperhatikan 

golongan, jabatan, masa kerja, 

pendidikan, dan kompetensi.  

(2) Pengusaha melakukan peninjauan 

upah secara berkala dengan mem-

perhatikan kemampuan perusahaan 

dan produktivitas.  

(3) Ketentuan mengenai struktur dan 

skala upah sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) diatur dengan 

Keputusan Menteri. 

 

(1) Pengusaha menyusun struktur dan 

skala upah di perusahaan.  

(2) Struktur dan skala upah 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) digunakan sebagai pedoman 

untuk penetapan upah 

berdasarkan satuan waktu 

37.  Pasal 92A 

Pengusaha melakukan peninjauan 

upah secara berkala dengan 

memperhatikan kemampuan 

perusahaan dan produktivitas. 

38. Pasal 93 

(1) Upah tidak dibayar apabila 

pekerja/buruh tidak melakukan 

pekerjaan.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) tidak berlaku, dan 

pengusaha wajib membayar upah 

apabila : a. pekerja/buruh sakit 

sehingga tidak dapat melakukan 

pekerjaan; b. pekerja/buruh 

perempuan yang sakit pada hari 

pertama dan kedua masa haidnya 

sehingga tidak dapat melakukan 

pekerjaan; c. pekerja/buruh tidak 

masuk bekerja karena 

pekerja/buruh menikah, 

menikahkan, mengkhitankan, 

membaptiskan anaknya, isteri 

melahirkan atau keguguran 

kandungan, suami atau isteri atau 

anak atau menantu atau orang tua 

atau mertua atau anggota keluarga 

dalam satu rumah meninggal 

dunia; d. pekerja/buruh tidak dapat 

melakukan pekerjaannya karena 

sedang menjalankan kewajiban 

terhadap negara; e. pekerja/buruh 

tidak dapat melakukan 

pekerjaannya karena menjalan-kan 

ibadah yang diperintahkan 

 

(1) Upah tidak dibayar apabila 

pekerja/buruh tidak melakukan 

pekerjaan.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak berlaku dan 

pengusaha wajib membayar upah 

apabila:  a. pekerja/buruh tidak 

masuk kerja dan/atau tidak 

melakukan pekerjaan karena 

berhalangan; b. pekerja/buruh 

tidak masuk kerja dan/atau tidak 

melakukan pekerjaan karena 

melakukan kegiatan lain diluar 

pekerjaannya dan telah 

mendapatkan persetujuan 

pengusaha; c. pekerja/buruh 

bersedia melakukan pekerjaan 

yang telah dijanjikan tetapi 

pengusaha tidak 

mempekerjakannya karena 

kesalahan pengusaha sendiri atau 

halangan yang seharusnya dapat 

dihindari pengusaha; atau d. 

pekerja/buruh tidak masuk kerja 

dan/atau tidak melakukan 

pekerjaan karena menjalankan 

hak waktu istirahat atau cutinya.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pembayaran upah sebagaimana 



agamanya; f. pekerja/buruh 

bersedia melakukan pekerjaan 

yang telah dijanjikan tetapi 

pengusaha tidak 

mempekerjakannya, baik karena 

kesalahan sendiri maupun 

halangan yang seharusnya dapat 

dihindari pengusaha; g. 

pekerja/buruh melaksanakan hak 

istirahat; h. pekerja/buruh 

melaksanakan tugas serikat 

pekerja/serikat buruh atas 

persetujuan pengusaha; dan i. 

pekerja/buruh melaksanakan tugas 

pendidikan dari perusahaan.  

(3) Upah yang dibayarkan kepada 

pekerja/buruh yang sakit 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) huruf a sebagai berikut : a. 

untuk 4 (empat) bulan pertama, 

dibayar 100% (seratus perseratus) 

dari upah; b. untuk 4 (empat) bulan 

kedua, dibayar 75% (tujuh puluh 

lima perseratus) dari upah; c. untuk 

4 (empat) bulan ketiga, dibayar 

50% (lima puluh perseratus) dari 

upah; dan d. untuk bulan 

selanjutnya dibayar 25% (dua 

puluh lima perseratus) dari upah 

sebelum pemutusan hubungan 

kerja dilakukan oleh pengusaha.  

(4) Upah yang dibayarkan kepada 

pekerja/buruh yang tidak masuk 

bekerja sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) huruf c sebagai 

berikut : a. pekerja/buruh menikah, 

dibayar untuk selama 3 (tiga) hari; 

b. menikahkan anaknya, dibayar 

untuk selama 2 (dua) hari; c. 

mengkhitankan anaknya, dibayar 

untuk selama 2 (dua) hari d. 

membaptiskan anaknya, dibayar 

untuk selama 2 (dua) hari; e. isteri 

melahirkan atau keguguran 

kandungan, dibayar untuk selama 2 

(dua) hari; f. suami/isteri, orang 

tua/mertua atau anak atau menantu 

meninggal dunia, dibayar untuk 

selama 2 (dua) hari; dan g. anggota 

dimaksud pada ayat (2) diatur 

dalam Peraturan Pemerintah. 



keluarga dalam satu rumah 

meninggal dunia, dibayar untuk 

selama 1 (satu) hari.  

(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) ditetapkan dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama. 

39. Pasal 94 

Dalam hal komponen upah terdiri dari 

upah pokok dan tunjangan tetap maka 

besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 

% (tujuh puluh lima perseratus) dari 

jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. 

 

Dalam hal komponen upah terdiri atas 

upah pokok dan tunjangan tetap, 

besarnya upah pokok paling sedikit 75 

% (tujuh puluh lima perseratus) dari 

jumlah upah pokok dan tunjangan 

tetap. 

40. Pasal 95 

(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh 

pekerja/buruh karena kesengajaan 

atau kelalaiannya dapat dikenakan 

denda.  

(2) Pengusaha yang karena 

kesengajaan atau kelalaiannya 

mengakibatkan keterlambatan 

pembayaran upah, dikenakan 

denda sesuai dengan persentase 

tertentu dari upah pekerja/buruh.  

(3) Pemerintah mengatur pengenaan 

denda kepada pengusaha dan/atau 

pekerja/buruh, dalam pembayaran 

upah.  

(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan 

pailit atau dilikuidasi berdasarkan 

peraturan perundangundangan 

yang berlaku, maka upah dan hak-

hak lainnya dari pekerja/buruh 

merupakan utang yang 

didahulukan pem-bayarannya. 

 

(1) Dalam hal perusahaan dinyatakan 

pailit atau dilikuidasi berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan, upah dan hak lainnya 

yang belum diterima oleh 

pekerja/buruh merupakan utang 

yang didahulukan 

pembayarannya.  

(2) Upah pekerja/buruh sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

didahulukan pembayarannya 

sebelum pembayaran kepada para 

kreditur pemegang hak jaminan 

kebendaan.  

(3) Hak lainnya dari pekerja/buruh 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) didahulukan pembayarannya 

setelah pembayaran kepada para 

kreditur pemegang hak jaminan 

kebendaan. 

41. Pasal 96 

Tuntutan pembayaran upah 

pekerja/buruh dan segala pembayaran 

yang timbul dari hubungan kerja 

menjadi kadaluwarsa setelah melampaui 

jangka waktu 2 (dua) tahun sejak 

timbulnya hak. 

Dihapus 

42. Pasal 97 

Ketentuan mengenai penghasilan yang 

layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan 

hidup layak, dan perlindungan 

pengupahan sebagaimana dimaksud 

Dihapus 



dalam Pasal 88, penetapan upah 

minimum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 89, dan pengenaan denda 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

43. Pasal 98 

(1) Untuk memberikan saran, 

pertimbangan, dan merumuskan 

kebijakan pengupahan yang akan 

ditetapkan oleh pemerintah, serta 

untuk pengembangan sistem 

pengupahan nasional dibentuk 

Dewan Pengupahan Nasional, 

Provinsi, dan Kabupaten/Kota 

(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) terdiri dari unsur pemerintah, 

organisasi pengusaha, serikat 

pekerja/-serikat buruh, perguruan 

tinggi, dan pakar.  

(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan 

tingkat Nasional diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden, 

sedangkan keanggotaan Dewan 

Pengupahan Provinsi, 

Kabupaten/Kota diangkat dan 

diberhentikan oleh Gubenur/ 

Bupati/Walikota.  

(4) Ketentuan mengenai tata cara 

pembentukan, komposisi 

keanggotaan, tata cara 

pengangkatan dan pemberhentian 

keanggotaan, serta tugas dan tata 

kerja Dewan Pengupahan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dan ayat (2), diatur dengan 

Keputusan Presiden. 

 

(1) Untuk memberikan saran dan 

pertimbangan kepada Pemerintah 

dalam rangka perumusan 

kebijakan pengupahan serta 

pengembangan sistem 

pengupahan nasional dibentuk 

dewan pengupahan.  

(2) Dewan pengupahan terdiri atas 

unsur Pemerintah, organisasi 

pengusaha, serikat pekerja/serikat 

buruh, pakar dan akademisi.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara pembentukan, komposisi 

keanggotaan, tata cara 

pengangkatan dan pemberhentian 

keanggotaan, serta tugas dan tata 

kerja dewan pengupahan, diatur 

dengan Peraturan Pemerintah 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

44. Pasal 150 

Ketentuan mengenai pemutusan 

hubungan kerja dalam undang-undang 

ini meliputi pemutusan hubungan kerja 

yang terjadi di badan usaha yang 

berbadan hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan atau 

milik badan hukum, baik milik swasta 

maupun milik negara, maupun usaha-

 

Pemutusan hubungan kerja dalam 

Undang-Undang ini meliputi 

pemutusan hubungan kerja yang 

terjadi di badan usaha yang berbadan 

hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan atau 

milik badan hukum, baik milik swasta 

maupun milik negara, milik usaha 



usaha sosial dan usaha-usaha lain yang 

mempunyai pengurus dan 

mempekerjakan orang lain dengan 

membayar upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. 

sosial maupun usaha lain yang 

mempunyai pengurus dan 

mempekerjakan orang lain dengan 

membayar upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. 

45. Pasal 151 

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat 

pekerja/serikat buruh, dan 

pemerintah, dengan segala upaya 

harus mengusahakan agar jangan 

terjadi pemutusan hubungan kerja.  

(2) Dalam hal segala upaya telah 

dilakukan, tetapi pemutusan 

hubungan kerja tidak dapat 

dihindari, maka maksud 

pemutusan hubungan kerja wajib 

dirundingkan oleh pengusaha dan 

serikat pekerja/serikat buruh atau 

dengan pekerja/buruh apabila 

pekerja/buruh yang bersangkutan 

tidak menjadi anggota serikat 

pekerja/serikat buruh.  

(3) Dalam hal perundingan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) benar-benar tidak 

menghasilkan persetu-juan, 

pengusaha hanya dapat 

memutuskan hubungan kerja 

dengan pekerja/buruh setelah 

memperoleh penetapan dari 

lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial. 

 

(1) Pemutusan hubungan kerja 

dilaksanakan berdasarkan 

kesepakatan antara pengusaha 

dengan pekerja/buruh.  

(2) Dalam hal kesepakatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak tercapai, penyelesaian 

pemutusan hubungan kerja 

dilakukan melalui prosedur 

penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

46.  Pasal 151A 

Kesepakatan dalam pemutusan 

hubungan kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) 

tidak diperlukan dalam hal: a. 

pekerja/buruh masih dalam masa 

percobaan kerja; b. pekerja/buruh 

melakukan pelanggaran ketentuan 

yang diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahan, atau perjanjian 

kerja bersama dan telah diberikan surat 

peringatan pertama, kedua, dan ketiga 

secara berturut- turut; c. pekerja/buruh 

mengundurkan diri atas kemauan 

sendiri; d. pekerja/buruh dan 

pengusaha berakhir hubungan kerjanya 

sesuai perjanjian kerja waktu tertentu; 



e. pekerja/buruh mencapai usia 

pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau perjanjian 

kerja bersama;  f. pekerja/buruh 

meninggal dunia; g. perusahaan tutup 

yang disebabkan karena keadaan 

memaksa (force majeur); atau h. 

perusahaan dinyatakan pailit 

berdasarkan putusan pengadilan niaga. 

47. Pasal 152 

(1) Permohonan penetapan pemutusan 

hubungan kerja diajukan secara 

tertulis kepada lembaga 

penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial disertai alasan 

yang menjadi dasarnya.  

(2) Permohonan penetapan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dapat diterima oleh lembaga 

penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial apabila telah 

dirundangkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 151 ayat 

(2).  

(3) Penetapan atas permohonan 

pemutusan hubungan kerja hanya 

dapat diberikan oleh lembaga 

penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial jika ternyata 

maksud untuk memutuskan 

hubungan kerja telah 

dirundingkan, tetapi perundingan 

tersebut tidak menghasilkan 

kesepakatan. 

Dihapus 

48. Pasal 153 

(1) Pengusaha dilarang melakukan 

pemutusan hubungan kerja dengan 

alasan : a. pekerja/buruh 

berhalangan masuk kerja karena 

sakit menurut keterangan dokter 

selama waktu tidak melampaui 12 

(dua belas) bulan secara terus-

menerus; b. pekerja/buruh 

berhalangan menjalankan 

pekerjaannya karena memenuhi 

kewajiban terhadap negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

c. pekerja/buruh menjalankan 

 

(3) Pengusaha dilarang melakukan 

pemutusan hubungan kerja 

dengan alasan:  a. pekerja/buruh 

berhalangan masuk kerja karena 

sakit menurut keterangan dokter 

selama waktu tidak melampaui 12 

(dua belas) bulan secara terus- 

menerus; b. pekerja/buruh 

berhalangan menjalankan 

pekerjaannya karena memenuhi 

kewajiban terhadap negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku; c. pekerja/buruh 



ibadah yang diperintahkan 

agamanya; d. pekerja/buruh 

menikah; e. pekerja/buruh 

perempuan hamil, melahirkan, 

gugur kandungan, atau menyusui 

bayinya; f. pekerja/buruh 

mempunyai pertalian darah 

dan/atau ikatan perkawinan dengan 

pekerja/buruh lainnya di dalam 

satu perusahaan, kecuali telah 

diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahan, atau 

perjanjian kerja bersama; g. 

pekerja/buruh mendirikan, menjadi 

anggota dan/atau pengurus serikat 

pekerja/serikat buruh, 

pekerja/buruh melakukan kegiatan 

serikat pekerja/serikat buruh di 

luar jam kerja, atau di dalam jam 

kerja atas kesepakatan pengusaha, 

atau berdasarkan ketentuan yang 

diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama; h. 

pekerja/buruh yang mengadukan 

pengusaha kepada yang berwajib 

mengenai perbuatan pengusaha 

yang melakukan tindak pidana 

kejahatan; i. karena perbedaan 

paham, agama, aliran politik, suku, 

warna kulit, golongan, jenis 

kelamin, kondisi fisik, atau status 

perkawinan; j. pekerja/buruh 

dalam keadaan cacat tetap, sakit 

akibat kecelakaan kerja, atau sakit 

karena hubungan kerja yang 

menurut surat keterangan dokter 

yang jangka waktu 

penyembuhannya belum dapat 

dipastikan.  

(2) Pemutusan hubungan kerja yang 

dilakukan dengan alasan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) batal demi hukum dan 

pengusaha wajib mempekerjakan 

kembali pekerja/buruh yang 

bersangkutan. 

menjalankan ibadah yang 

diperintahkan agamanya; d. 

pekerja/buruh menikah;  e. 

pekerja/buruh perempuan hamil, 

melahirkan, gugur kandungan, 

atau menyusui bayinya; f. 

pekerja/buruh mempunyai 

pertalian darah dan/atau ikatan 

perkawinan dengan pekerja/buruh 

lainnya di dalam satu perusahaan; 

g. pekerja/buruh mendirikan, 

menjadi anggota dan/atau 

pengurus serikat pekerja/serikat 

buruh, pekerja/buruh melakukan 

kegiatan serikat pekerja/serikat 

buruh di luar jam kerja, atau di 

dalam jam kerja atas kesepakatan 

pengusaha, atau berdasarkan 

ketentuan yang diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama; h. pekerja/buruh 

mengadukan pengusaha kepada 

pihak yang berwajib mengenai 

perbuatan pengusaha yang 

melakukan tindak pidana 

kejahatan; i. pekerja/buruh 

berbeda paham, agama, aliran 

politik, suku, warna kulit, 

golongan, jenis kelamin, kondisi 

fisik, atau status perkawinan; j. 

pekerja/buruh dalam keadaan 

cacat tetap, sakit akibat 

kecelakaan kerja, atau sakit 

karena hubungan kerja yang 

menurut surat keterangan dokter 

yang jangka waktu 

penyembuhannya belum dapat 

dipastikan.   

(4) Pemutusan hubungan kerja yang 

dilakukan dengan alasan 

sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) batal demi hukum dan 

pengusaha wajib mempekerjakan 

kembali pekerja/buruh yang 

bersangkutan. 

49. Pasal 154 

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam 

Dihapus 



Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan 

dalam hal : a. pekerja/buruh masih 

dalam masa percobaan kerja, bilamana 

telah dipersyaratkan secara tertulis 

sebelumnya; b. pekerja/buruh 

mengajukan permintaan pengunduran 

diri, secara tertulis atas kemauan sendiri 

tanpa ada indikasi adanya 

tekanan/intimidasi dari pengusaha, 

berakhirnya hubungan kerja sesuai 

dengan perjanjian kerja waktu tertentu 

untuk pertama kali; c. pekerja/buruh 

mencapai usia pensiun sesuai dengan 

ketetapan dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, perjanjian kerja 

bersama, atau peraturan perundang-

undangan; atau d. pekerja/buruh 

meninggal dunia. 

50.  Pasal 154A  

(1) Pemutusan hubungan kerja dapat 

terjadi karena alasan: a. 

perusahaan melakukan 

penggabungan, peleburan, 

pengambilalihan, atau pemisahan 

perusahaan;  b. perusahaan 

melakukan efisiensi;  c. 

perusahaan tutup yang disebabkan 

karena perusahaan mengalami 

kerugian secara terus menerus 

selama 2 (dua) tahun;  d. 

perusahaan tutup yang disebabkan 

karena keadaan memaksa (force 

majeur). e. perusahaan dalam 

keadaan penundaan kewajiban 

pembayaran utang; f. perusahaan 

dinyatakan pailit berdasarkan 

putusan pengadilan niaga;  g. 

perusahaan melakukan perbuatan 

yang merugikan pekerja/buruh;  h. 

pekerja/buruh mengundurkan diri 

atas kemauan sendiri;  i. 

pekerja/buruh mangkir selama 5 

(lima) hari kerja atau lebih secara 

berturut-turut tanpa keterangan 

secara tertulis; j. pekerja/buruh 

melakukan pelanggaran ketentuan 

yang diatur dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama; k. 



pekerja/buruh ditahan pihak yang 

berwajib; l. pekerja/buruh 

mengalami sakit berkepanjangan 

atau cacat akibat kecelakaan kerja 

dan tidak dapat melakukan 

pekerjaannya setelah melampaui 

batas 12 (dua belas) bulan; m. 

pekerja/buruh memasuki usia 

pensiun; atau n. pekerja/buruh 

meninggal dunia.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara pemutusan hubungan 

kerja diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

51. Pasal 155 

(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa 

penetapan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 151 ayat (3) batal 

demi hukum. (2) Selama putusan 

lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial belum 

ditetapkan, baik pengusaha 

maupun pekerja/buruh harus tetap 

melaksanakan segala 

kewajibannya. (3) Pengusaha dapat 

melakukan penyimpangan 

terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) berupa 

tindakan skorsing kepada 

pekerja/buruh yang sedang dalam 

proses pemutusan hubungan kerja 

dengan tetap wajib membayar 

upah beserta hak-hak lainnya yang 

biasa diterima pekerja/buruh. 

Dihapus 

52. Pasal 156 

(1) Dalam hal terjadi pemutusan 

hubungan kerja, pengusaha 

diwajibkan membayar uang 

pesangon dan atau uang 

penghargaan masa kerja dan uang 

penggantian hak yang seharusnya 

diterima.  

(2) Perhitungan uang pesangon 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) paling sedikit sebagai berikut : 

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) 

tahun, 1 (satu) bulan upah; b. masa 

kerja 1 (satu) tahun atau lebih 

tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 

 

(6) Dalam hal terjadi pemutusan 

hubungan kerja, pengusaha wajib 

membayar uang pesangon 

dan/atau uang penghargaan masa 

kerja.  

(7) Perhitungan uang pesangon 

sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) paling sedikit ditentukan 

berdasarkan: a. masa kerja kurang 

dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan 

upah; b. masa kerja 1 (satu) tahun 

atau lebih tetapi kurang dari 2 

(dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; c. 

masa kerja 2 (dua) tahun atau 



(dua) bulan upah; c. masa kerja 2 

(dua) tahun atau lebih tetapi 

kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) 

bulan upah; d. masa kerja 3 (tiga) 

tahun atau lebih tetapi kurang dari 

4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan 

upah; e. masa kerja 4 (empat) 

tahun atau lebih tetapi kurang dari 

5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan 

upah; f. masa kerja 5 (lima) tahun 

atau lebih, tetapi kurang dari 6 

(enam) tahun, 6 (enam) bulan 

upah; g. masa kerja 6 (enam) tahun 

atau lebih tetapi kurang dari 7 

(tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah. 

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau 

lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) 

tahun, 8 (delapan) bulan upah; i. 

masa kerja 8 (delapan) tahun atau 

lebih, 9 (sembilan) bulan upah.  

(3) Perhitungan uang penghargaan 

masa kerja sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) ditetapkan sebagai 

be-rikut : a. masa kerja 3 (tiga) 

tahun atau lebih tetapi kurang dari 

6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan 

upah; b. masa kerja 6 (enam) tahun 

atau lebih tetapi kurang dari 9 

(sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan 

upah; c. masa kerja 9 (sembilan) 

tahun atau lebih tetapi kurang dari 

12 (dua belas) tahun, 4 (empat) 

bulan upah; d. masa kerja 12 (dua 

belas) tahun atau lebih tetapi 

kurang dari 15 (lima belas) tahun, 

5 (lima) bulan upah; e. masa kerja 

15 (lima belas) tahun atau lebih 

tetapi kurang dari 18 (delapan 

belas) tahun, 6 (enam) bulan upah; 

f. masa kerja 18 (delapan belas) 

tahun atau lebih tetapi kurang dari 

21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) 

bulan upah; g. masa kerja 21 (dua 

puluh satu) tahun atau lebih tetapi 

kurang dari 24 (dua puluh empat) 

tahun, 8 (delapan) bulan upah; h. 

masa kerja 24 (dua puluh empat) 

tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) 

bulan upah.  

lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) 

tahun, 3 (tiga) bulan upah; d. 

masa kerja 3 (tiga) tahun atau 

lebih tetapi kurang dari 4 (empat) 

tahun, 4 (empat) bulan upah; e. 

masa kerja 4 (empat) tahun atau 

lebih tetapi kurang dari 5 (lima) 

tahun, 5 (lima) bulan upah; f. 

masa kerja 5 (lima) tahun atau 

lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) 

tahun, 6 (enam) bulan upah; g. 

masa kerja 6 (enam) tahun atau 

lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) 

tahun, 7 (tujuh) bulan upah; h. 

masa kerja 7 (tujuh) tahun atau 

lebih tetapi kurang dari 8 

(delapan) tahun, 8 (delapan) bulan 

upah; i. masa kerja 8 (delapan) 

tahun atau lebih, 9 (sembilan) 

bulan upah.   

(8) Perhitungan uang penghargaan 

masa kerja sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan:  a. masa 

kerja 3 (tiga) tahun atau lebih 

tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 

2 (dua) bulan upah; b. masa kerja 

6 (enam) tahun atau lebih tetapi 

kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 

(tiga) bulan upah; c. masa kerja 9 

(sembilan) tahun atau lebih tetapi 

kurang dari 12 (dua belas) tahun, 

4 (empat) bulan upah; d. masa 

kerja 12 (duabelas) tahun atau 

lebih tetapi kurang dari 15 (lima 

belas) tahun, 5 (lima) bulan upah; 

e. masa kerja 15 (lima belas) 

tahun atau lebih tetapi kurang dari 

18 (delapan belas) tahun, 6 

(enam) bulan upah; f. masa kerja 

18 (delapan belas) tahun atau 

lebih tetapi kurang dari 21 (dua 

puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan 

upah; g. masa kerja 21 (dua puluh 

satu) tahun atau lebih, 8 (delapan) 

bulan upah.  

(9) Pengusaha dapat memberikan 

uang penggantian hak yang diatur 

dalam perjanjian kerja, peraturan 



(4) Uang penggantian hak yang 

seharusnya diterima sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) meliputi : 

a. cuti tahunan yang belum diambil 

dan belum gugur; b. biaya atau 

ongkos pulang untuk pekerja/buruh 

dan keluarganya ketempat dimana 

pekerja/buruh diterima bekerja; c. 

penggantian perumahan serta 

pengobatan dan perawatan 

ditetapkan 15% (lima belas 

perseratus) dari uang pesangon 

dan/atau uang penghargaan masa 

kerja bagi yang memenuhi syarat; 

d. hal-hal lain yang ditetapkan 

dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerja 

bersama.  

(5) Perubahan perhitungan uang 

pesangon, perhitungan uang 

penghargaan masa kerja, dan uang 

penggantian hak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (4) ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. 

perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama.  

(10) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai besaran uang pesangon 

serta uang penghargaan masa 

kerja dalam hal terjadi pemutusan 

hubungan kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 154A ayat 

(1) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

53. Pasal 157  

(1) Komponen upah yang digunakan 

sebagai dasar perhitungan uang 

pesangon, uang penghargaan masa 

kerja, dan uang pengganti hak 

yang seharusnya diterima yang 

tertunda, terdiri atas : a. upah 

pokok; b. segala macam bentuk 

tunjangan yang bersifat tetap yang 

diberikan kepada pekerja/buruh 

dan keluarganya, termasuk harga 

pembelian dari catu yang diberikan 

kepada pekerja/buruh secara cuma-

cuma, yang apabila catu harus 

dibayar pekerja/buruh dengan 

subsidi, maka sebagai upah 

dianggap selisih antara harga 

pembelian dengan harga yang 

harus dibayar oleh pekerja/buruh.  

(2) Dalam hal penghasilan 

pekerja/buruh dibayarkan atas 

dasar perhitungan harian, maka 

penghasilan sebulan adalah sama 

dengan 30 kali penghasilan sehari.  

 

(1) Komponen upah yang digunakan 

sebagai dasar perhitungan uang 

pesangon dan uang penghargaan 

masa kerja, terdiri atas:  a. upah 

pokok;  b. tunjangan tetap yang 

diberikan kepada pekerja/buruh 

dan keluarganya.  

(2) Dalam hal penghasilan 

pekerja/buruh dibayarkan atas 

dasar perhitungan harian, upah 

sebulan sama dengan 30 (tiga 

puluh) kali penghasilan sehari.   

(3) Dalam hal upah pekerja/buruh 

dibayarkan atas dasar perhitungan 

satuan hasil, upah sebulan sama 

dengan penghasilan rata-rata 

selama 12 (dua belas) bulan 

terakhir, dengan ketentuan tidak 

boleh kurang dari ketentuan upah 

minimum. 



(3) Dalam hal upah pekerja/buruh 

dibayarkan atas dasar perhitungan 

satuan hasil, potongan/borongan 

atau komisi, maka penghasilan 

sehari adalah sama dengan 

pendapatan ratarata per hari selama 

12 (dua belas) bulan terakhir, 

dengan ketentuan tidak boleh 

kurang dari ketentuan upah 

minimum provinsi atau 

kabupaten/kota.  

(4) Dalam hal pekerjaan tergantung 

pada keadaan cuaca dan upahnya 

didasarkan pada upah borongan, 

maka perhitungan upah sebulan 

dihitung dari upah rata-rata 12 (dua 

belas) bulan terakhir. 

54.  Pasal 157A  

(1) Selama proses penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial, 

pengusaha dan pekerja/buruh 

harus tetap melaksanakan 

kewajibannya.  

(2) Pengusaha dapat melakukan 

tindakan skorsing kepada 

pekerja/buruh yang sedang dalam 

proses penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial dengan tetap 

membayar upah beserta hak 

lainnya yang biasa diterima 

pekerja/buruh. 

55. Pasal 158 

(1) Pengusaha dapat memutuskan 

hubungan kerja terhadap 

pekerja/buruh dengan alasan 

pekerja/buruh telah melakukan 

kesalahan berat sebagai berikut : a. 

melakukan penipuan, pencurian, 

atau penggelapan barang dan/atau 

uang milik perusahaan; b. 

memberikan keterangan palsu atau 

yang dipalsukan sehingga 

merugikan perusahaan; c. mabuk, 

meminum minuman keras yang 

memabukkan, memakai dan/atau 

mengedarkan narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya di lingkungan kerja; d. 

melakukan perbuatan asusila atau 
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perjudian di lingkungan kerja; e. 

menyerang, menganiaya, 

mengancam, atau mengintimidasi 

teman sekerja atau pengusaha di 

lingkungan kerja; f. membujuk 

teman sekerja atau pengusaha 

untuk melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan; g. dengan 

ceroboh atau sengaja merusak atau 

membiarkan dalam keadaan 

bahaya barang milik perusahaan 

yang menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan; h. dengan ceroboh 

atau sengaja membiarkan teman 

sekerja atau pengusaha dalam 

keadaan bahaya di tempat kerja; i. 

membongkar atau membocorkan 

rahasia perusahaan yang 

seharusnya dirahasiakan kecuali 

untuk kepentingan negara; atau j. 

melakukan perbuatan lainnya di 

lingkungan perusahaan yang 

diancam pidana penjara 5 (lima) 

tahun atau lebih.  

(2) Kesalahan berat sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) harus 

didukung dengan bukti sebagai 

berikut : a. pekerja/buruh 

tertangkap tangan; b. ada 

pengakuan dari pekerja/buruh yang 

bersangkutan; atau c. bukti lain 

berupa laporan kejadian yang 

dibuat oleh pihak yang berwenang 

di perusahaan yang bersangkutan 

dan didukung oleh sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang saksi.  

(3) Pekerja/buruh yang diputus 

hubungan kerjanya berdasarkan 

alasan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), dapat memperoleh 

uang penggantian hak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 156 ayat 

(4).  

(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) yang 

tugas dan fungsinya tidak 

mewakili kepentingan pengusaha 

secara langsung, selain uang 



penggantian hak sesuai dengan 

ketentuan Pasal 156 ayat (4) 

diberikan uang pisah yang 

besarnya dan pelaksanaannya 

diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama. 

56. Pasal 159 

Apabila pekerja/buruh tidak menerima 

pemutusan hubungan kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), 

pekerja/buruh yang bersangkutan dapat 

mengajukan gugatan ke lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial. 

Dihapus 

57. Pasal 160 

(1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan 

pihak yang berwajib karena diduga 

melakukan tindak pidana bukan 

atas pengaduan pengusaha, maka 

pengusaha tidak wajib membayar 

upah tetapi wajib memberikan 

bantuan kepada keluarga 

pekerja/buruh yang menjadi 

tanggungannya dengan ketentuan 

sebagai berikut : a. untuk 1 (satu) 

orang tanggungan : 25% (dua 

puluh lima perseratus) dari upah; 

b. untuk 2 (dua) orang tanggungan 

: 35% (tiga puluh lima perseratus) 

dari upah; c. untuk 3 (tiga) orang 

tanggungan : 45% (empat puluh 

lima perseratus) dari upah; d. 

untuk 4 (empat) orang tanggungan 

atau lebih : 50% (lima puluh 

perseratus) dari upah.  

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) diberikan untuk 

paling lama 6 (enam) bulan takwin 

ter-hitung sejak hari pertama 

pekerja/buruh ditahan oleh pihak 

yang berwajib.  

(3) Pengusaha dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja 

terhadap pekerja/buruh yang 

setelah 6 (enam) bulan tidak dapat 

melakukan pekerjaan sebagaimana 

mestinya karena dalam proses 

perkara pidana sebagaimana 

 

(1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan 

pihak yang berwajib karena 

diduga melakukan tindak pidana, 

maka pengusaha tidak wajib 

membayar upah tetapi wajib 

memberikan bantuan kepada 

keluarga pekerja/buruh yang 

menjadi tanggungannya dengan 

ketentuan sebagai berikut:  a. 

untuk 1 (satu) orang tanggungan, 

25% (dua puluh lima perseratus) 

dari upah; b. untuk 2 (dua) orang 

tanggungan, 35% (tiga puluh lima 

perseratus) dari upah; c. untuk 3 

(tiga) orang tanggungan, 45% 

(empat puluh lima perseratus) dari 

upah; d. untuk 4 (empat) orang 

tanggungan atau lebih, 50% (lima 

puluh perseratus) dari upah. 

(2)  Bantuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) diberikan untuk 

paling lama 6 (enam) bulan 

terhitung sejak hari pertama 

pekerja/buruh ditahan oleh pihak 

yang berwajib.  

(3) Pengusaha dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja 

terhadap pekerja/buruh yang 

setelah 6 (enam) bulan tidak dapat 

melakukan pekerjaan 

sebagaimana mestinya karena 

dalam proses perkara pidana 

sebagaimana dimaksud dalam 



dimaksud dalam ayat (1).  

(4) Dalam hal pengadilan memutuskan 

perkara pidana sebelum masa 6 

(enam) bulan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) berakhir 

dan pekerja/buruh dinyatakan tidak 

bersalah, maka pengusaha wajib 

mempekerjakan pekerja/buruh 

kembali.  

(5) Dalam hal pengadilan memutuskan 

perkara pidana sebelum masa 6 

(enam) bulan berakhir dan pekerja/ 

buruh dinyatakan bersalah, maka 

pengusaha dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja kepada 

pekerja/buruh yang bersangkutan.  

(6) Pemutusan hubungan kerja 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(3) dan ayat (5) dilakukan tanpa 

penetapan lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial.  

(7) Pengusaha wajib membayar 

kepada pekerja/buruh yang 

mengalami pemutusan hubungan 

kerja sebagai-mana dimaksud 

dalam ayat (3) dan ayat (5), uang 

penghargaan masa kerja 1 (satu) 

kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) 

dan uang penggantian hak sesuai 

ketentuan dalam Pasal 156 ayat 

(4). 

ayat (1).  

(4) Dalam hal pengadilan 

memutuskan perkara pidana 

sebelum masa 6 (enam) bulan 

sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (3) berakhir dan 

pekerja/buruh dinyatakan tidak 

bersalah, pengusaha wajib 

mempekerjakan pekerja/buruh 

kembali.  

(5) Dalam hal pengadilan 

memutuskan perkara pidana 

sebelum masa 6 (enam) bulan 

berakhir dan pekerja/buruh 

dinyatakan bersalah, pengusaha 

dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja kepada 

pekerja/buruh yang bersangkutan. 

 

58. Pasal 161  

(1) Dalam hal pekerja/buruh 

melakukan pelanggaran ketentuan 

yang diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja bersama, 

pengusaha dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja, setelah 

kepada pekerja/buruh yang 

bersangkutan diberikan surat 

peringatan pertama, kedua, dan 

ketiga secara berturut-turut.  

(2) Surat peringatan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) masing-

masing berlaku untuk paling lama 

6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan 

lain dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan atau 
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perjanjian kerja bersama.  

(3) Pekerja/buruh yang mengalami 

pemutusan hubungan kerja dengan 

alasan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) memperoleh uang 

pesangon sebesar 1 (satu) kali 

ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang 

penghargaan masa kerja sebesar 1 

(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 

(3) dan uang penggantian hak 

sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) 

59. Pasal 162 

(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan 

diri atas kemauan sendiri, 

memperoleh uang penggantian hak 

sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 

(4).  

(2) Bagi pekerja/buruh yang 

mengundurkan diri atas kemauan 

sendiri, yang tugas dan fungsinya 

tidak me-wakili kepentingan 

pengusaha secara langsung, selain 

menerima uang penggantian hak 

sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) 

diberikan uang pisah yang 

besarnya dan pelaksanaannya 

diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja bersama.  

(3) Pekerja/buruh yang mengundurkan 

diri sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) harus memenuhi syarat : a. 

mengajukan permohonan 

pengunduran diri secara tertulis 

selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari sebelum tanggal mulai 

pengunduran diri; b. tidak terikat 

dalam ikatan dinas; dan c. tetap 

melaksanakan kewajibannya 

sampai tanggal mulai pengunduran 

diri.  

(4) Pemutusan hubungan kerja dengan 

alasan pengunduran diri atas 

kemauan sendiri dilakukan tanpa 

penetapan lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial. 

Dihapus 

60. Pasal 163 

(1) Pengusaha dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja 

Dihapus 



terhadap pekerja/buruh dalam hal 

terjadi peru-bahan status, 

penggabungan, peleburan, atau 

perubahan kepemilikan perusahaan 

dan pekerja/buruh tidak bersedia 

melanjutkan hubungan kerja, maka 

pekerja/buruh berhak atas uang 

pesangon sebesar 1 (satu) kali 

sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 

(2), uang perhargaan masa kerja 1 

(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 

(3) dan uang penggantian hak 

sesuai ketentuan dalam Pasal 156 

ayat (4).  

(2) Pengusaha dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja 

terhadap pekerja/buruh karena 

perubahan status, penggabungan, 

atau peleburan perusahaan, dan 

pengusaha tidak bersedia 

menerima pekerja/buruh di 

perusahaannya, maka 

pekerja/buruh berhak atas uang 

pesangon sebesar 2 (dua) kali 

ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang 

penghargaan masa kerja 1 (satu) 

kali ketentuan dalam Pasal 156 

ayat (3), dan uang penggantian hak 

sesuai ketentuan dalam Pasal 156 

ayat (4). 

61. Pasal 164 

(1) Pengusaha dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja 

terhadap pekerja/buruh karena 

perusahaan tutup yang disebabkan 

perusahaan mengalami kerugian 

secara terus menerus selama 2 

(dua) tahun, atau keadaan 

memaksa (force majeur), dengan 

ketentuan pekerja/buruh berhak 

atas uang pesangon sebesar 1 

(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 

(2) uang penghargaan masa kerja 

sebesar 1 (satu) kali ketentuan 

Pasal 156 ayat (3) dan uang 

penggantian hak sesuai ketentuan 

Pasal 156 ayat (4).  

(2) Kerugian perusahaan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) harus 
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dibuktikan dengan laporan 

keuangan 2 (dua) tahun terakhir 

yang telah diaudit oleh akuntan 

publik. (3) Pengusaha dapat 

melakukan pemutusan hubungan 

kerja terhadap pekerja/buruh 

karena perusahaan tutup bukan 

karena mengalami kerugian 2 

(dua) tahun berturut-turut atau 

bukan karena keadaan memaksa 

(force majeur) tetapi perusahaan 

melakukan efisiensi, dengan 

ketentuan pekerja/buruh berhak 

atas uang pesangon sebesar 2 (dua) 

kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 

uang penghargaan masa kerja 

sebesar 1 (satu) kali ketentuan 

Pasal 156 ayat (3) dan uang 

penggantian hak sesuai ketentuan 

Pasal 156 ayat (4). 

62. Pasal 165 

Pengusaha dapat melakukan pemutusan 

hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh 

karena perusahaan pailit, dengan 

ketentuan pekerja/buruh berhak atas 

uang pesangon sebesar 1 (satu) kali 

ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang 

penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) 

kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 

uang penggantian hak sesuai ketentuan 

Pasal 156 ayat (4). 

Dihapus 

63. Pasal 166 

Dalam hal hubungan kerja berakhir 

karena pekerja/buruh meninggal dunia, 

kepada ahli warisnya diberikan sejumlah 

uang yang besar perhitungannya sama 

dengan perhitungan 2 (dua) kali uang 

pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 

ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan 

masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 

ayat (3), dan uang penggantian hak 

sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 

Dihapus 

64. Pasal 167 

(1) Pengusaha dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja terhadap 

pekerja/buruh karena memasuki 

usia pensiun dan apabila pengusaha 

telah mengikutkan pekerja/buruh 

pada program pensiun yang 
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iurannya dibayar penuh oleh 

pengusaha, maka pekerja/buruh 

tidak berhak mendapatkan uang 

pesangon sesuai ketentuan Pasal 

156 ayat (2), uang penghargaan 

masa kerja sesuai ketentuan Pasal 

156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas 

uang penggantian hak sesuai 

ketentuan Pasal 156 ayat (4).  

(2) Dalam hal besarnya jaminan atau 

manfaat pensiun yang diterima 

sekaligus dalam program pensiun 

se-bagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) ternyata lebih kecil daripada 

jumlah uang pesangon 2 (dua) kali 

ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan 

uang penghargaan masa kerja 1 

(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 

(3), dan uang penggantian hak 

sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), 

maka selisihnya dibayar oleh 

pengusaha.  

(3) Dalam hal pengusaha telah 

mengikutsertakan pekerja/buruh 

dalam program pensiun yang 

iurannya/premi-nya dibayar oleh 

pengusaha dan pekerja/buruh, maka 

yang diperhitungkan dengan uang 

pesangon yaitu uang pensiun yang 

premi/iurannya dibayar oleh 

pengusaha.  

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat 

(3) dapat diatur lain dalam 

perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama.  

(5) Dalam hal pengusaha tidak 

mengikutsertakan pekerja/buruh 

yang mengalami pemutusan 

hubungan kerja karena usia pensiun 

pada program pensiun maka 

pengusaha wajib memberikan 

kepada pekerja/buruh uang 

pesangon sebesar 2 (dua) kali 

ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang 

penghargaan masa kerja 1 (satu) 

kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) 

dan uang penggantian hak sesuai 



ketentuan Pasal 156 ayat (4).  

(6) Hak atas manfaat pensiun 

sebagaimana yang dimaksud dalam 

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat 

(4) ti-dak menghilangkan hak 

pekerja/buruh atas jaminan hari tua 

yang bersifat wajib sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

65. Pasal 168 

(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 

5 (lima) hari kerja atau lebih 

berturut-turut tanpa keterangan 

secara ter tulis yang dilengkapi 

dengan bukti yang sah dan telah 

dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) 

kali secara patut dan tertulis dapat 

diputus hubungan kerjanya karena 

dikualifikasikan mengundurkan diri.  

(2) Keterangan tertulis dengan bukti 

yang sah sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) harus diserahkan 

paling lambat pada hari pertama 

pekerja/buruh masuk bekerja.  

(3) Pemutusan hubungan kerja 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) pekerja/buruh yang 

bersangkutan berhak menerima 

uang penggantian hak sesuai 

ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan 

diberikan uang pisah yang besarnya 

dan pelaksanaannya diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama. 
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66. Pasal 169 

(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan 

permohonan pemutusan hubungan 

kerja kepada lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial 

dalam hal pengusaha melakukan 

perbuatan sebagai berikut : a. 

menganiaya, menghina secara kasar 

atau mengancam pekerja/buruh; b. 

membujuk dan/atau menyuruh 

pekerja/buruh untuk melakukan 

perbuatan yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-

undangan; c. tidak membayar upah 
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tepat pada waktu yang telah 

ditentukan selama 3 (tiga) bulan 

berturut-turut atau lebih; d. tidak 

melakukan kewajiban yang telah 

dijanjikan kepada pekerja/ buruh; e. 

memerintahkan pekerja/buruh untuk 

melaksanakan pekerjaan di luar 

yang diperjanjikan; atau f. 

memberikan pekerjaan yang 

membahayakan jiwa, keselamatan, 

kesehatan, dan kesusilaan 

pekerja/buruh sedangkan pekerjaan 

tersebut tidak dicantumkan pada 

perjanjian kerja.  

(2) Pemutusan hubungan kerja dengan 

alasan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak 

mendapat uang pesangon 2 (dua) 

kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 

uang penghargaan masa kerja 1 

(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 

(3), dan uang penggantian hak 

sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).  

(3) Dalam hal pengusaha dinyatakan 

tidak melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) oleh lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial 

maka pengusaha dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja tanpa 

penetapan lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial 

dan pekerja/buruh yang 

bersangkutan tidak berhak atas uang 

pesangon sesuai ketentuan Pasal 

156 ayat (2), dan uang penghargaan 

masa kerja sesuai ketentuan Pasal 

156 ayat (3). 

67. Pasal 170 

Pemutusan hubungan kerja yang 

dilakukan tidak memenuhi keten-tuan 

Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali 

Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), 

Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi 

hukum dan pengusaha wajib 

mempekerjakan pekerja/buruh yang 

bersangkutan serta membayar seluruh 

upah dan hak yang seharusnya diterima. 

Dihapus 

68. Pasal 171 Dihapus 



Pekerja/buruh yang mengalami 

pemutusan hubungan kerja tanpa 

penetapan lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial yang 

berwenang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat 

(3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh 

yang bersangkutan tidak dapat menerima 

pemutusan hubungan kerja tersebut, 

maka pekerja/buruh dapat mengajukan 

gugatan ke lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial dalam 

waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak 

tanggal dilakukan pemutusan hubungan 

kerjanya. 

69. Pasal 172 

Pekerja/buruh yang mengalami sakit 

berkepanjangan, mengalami cacat akibat 

kecelakaan kerja dan tidak dapat 

melakukan pekerjaannya setelah 

melampaui batas 12 (dua belas) bulan 

dapat mengajukan pemutusan hubungan 

kerja dan diberikan uang pesangon 2 

(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 

uang penghargaan masa kerja 2 (dua) 

kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan 

uang pengganti hak 1 (satu) kali 

ketentuan Pasal 156 ayat (4). 

Dihapus 

KETENTUAN PIDANA 

70. Pasal 184 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

167 ayat (5), dikenakan sanksi 

pidana penjara paling singkat 1 

(satu) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun dan/atau denda paling 

sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah).  

(2) Tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) 

merupakan tindak pidana kejahatan. 

Dihapus 

71. Pasal 185 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, 

Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 

 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 

69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, 



82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan 

Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), 

dikenakan sanksi pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 4 (empat) tahun 

dan/atau denda paling sedikit Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 

400.000.000,00 (empat ratus juta 

rupiah).  

(2) Tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) 

merupakan tindak pidana kejahatan. 

Pasal 88A ayat (2), Pasal 88F ayat 

(2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1) 

dan Pasal 160 ayat (4), dikenai 

sanksi pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 4 (empat) tahun dan/atau 

denda paling sedikit 

Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp400.000.000,00 (empat ratus 

juta rupiah).  

(2) Tindak pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

merupakan tindak pidana 

kejahatan. 

72. Pasal 186 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 

ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 

ayat (1), dikenakan sanksi pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) bulan 

dan paling lama 4 (empat) tahun 

dan/atau denda paling sedikit Rp 

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 

400.000.000,00 (empat ratus juta 

rupiah).  

(2) Tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) 

merupakan tindak pidana 

pelanggaran. 

 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 ayat (3), Pasal 93 ayat 

(2), Pasal 137,  dan Pasal 138 ayat 

(1) dikenai sanksi pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) bulan dan 

paling lama 4 (empat) tahun 

dan/atau denda paling sedikit 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp400.000.000,00 (empat ratus 

juta rupiah).   

(2) Tindak pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

merupakan tindak pidana 

pelanggaran. 

73. Pasal 187 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 

45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 

71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat 

(2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), 

Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, 

dikenakan sanksi pidana kurungan 

paling singkat 1 (satu) bulan dan 

paling lama 12 (dua belas) bulan 

dan/atau denda paling sedikit Rp 

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 

100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah).  

(2) Tindak pidana sebagaimana 

 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat 

(2), Pasal 78 ayat (2),  Pasal 79 

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 

ayat (3), dan Pasal 144, dikenai 

sanksi pidana kurungan paling 

singkat 1 (satu) bulan dan paling 

lama 12 (dua belas) bulan 

dan/atau denda paling sedikit 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) dan paling banyak 

Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah).   

(2) Tindak pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 



dimaksud dalam ayat (1) 

merupakan tindak pidana 

pelanggaran. 

merupakan tindak pidana 

pelanggaran. 

74. Pasal 188 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 

63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 

108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), 

Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan 

sanksi pidana denda paling sedikit 

Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah).  

(2) Tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) 

merupakan tindak pidana 

pelanggaran. 

 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 ayat (2), Pasal 78 ayat 

(1), dan Pasal 148, dikenai sanksi 

pidana denda paling sedikit 

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) 

dan paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah).   

(2) Tindak pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

merupakan tindak pidana 

pelanggaran. 

SANKSI ADMINISTRATIF 

75. Pasal 190 

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk 

mengenakan sanksi administratif 

atas pelanggaran 

ketentuanketentuan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 

15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), 

Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), 

Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 

126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) 

dan ayat (2) Undang-undang ini 

serta peraturan pelaksanaannya.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) berupa : a. 

teguran; b. peringatan tertulis; c. 

pembatasan kegiatan usaha; d. 

pembekuan kegiatan usaha; e. 

pembatalan persetujuan; f. 

pembatalan pendaftaran; g. 

penghentian sementara sebagian 

atau seluruh alat produksi; h. 

pencabutan ijin. (3) Ketentuan 

mengenai sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 

oleh Menteri. 

 

(1) Pemerintah mengenakan sanksi 

administratif atas pelanggaran 

ketentuan-ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, 

Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 

25, Pasal 35 ayat (2), Pasal 37 

ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 

42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), 

Pasal 47 ayat (1), Pasal 61A, 

Pasal 63 ayat (1), Pasal 87, Pasal 

106, Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 

ayat (3), Pasal 114, Pasal 126 ayat 

(3), dan Pasal 160 ayat (1) dan 

ayat (2), Undang-Undang ini serta 

peraturan pelaksanaannya.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Sumber: UU No.13 Tahun 2003 dan Draft RUU Cipta Kerja 



Selain mengubah, menghapus, ataupun membuat ketentuan baru, RUU Cipta Kerja 

juga menambahkan peraturan yakni Pasal 92, yang menentukan mengenai jenis 

Penghargaan lainnya bagi buruh, di mana diberikan kepada buruh untuk 1 (satu) kali 

upah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak UU Cipta Kerja mulai 

diberlakukan, kecuali bagi usaha mikro dan kecil. 

Selanjutnya, RUU Cipta Kerja mengubah dan menambahkan beberapa pasal baru atas 

UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana tabel di 

bawah ini. 

Tabel 2. 

Perbandingan UU No.40 Tahun 2004 (SJSN) dengan RUU Cipta Kerja 

No. UU SJSN RUU Cipta Kerja 

1. Pasal 18 

Jenis program jaminan sosial meliputi : 

a. jaminan kesehatan; b. jaminan 

kecelakaan kerja; c. jaminan hari tua; d. 

jaminan pensiun; dan e. jaminan 

kematian 

 

Jenis program jaminan sosial meliputi:  

a. jaminan kesehatan;  b. jaminan 

kecelakaan kerja;  c. jaminan hari tua;  

d. jaminan pensiun;  e. jaminan 

kematian; f. jaminan kehilangan 

pekerjaan. 

2.  Pasal 46A  

(1) Pekerja/buruh yang mengalami 

pemutusan hubungan kerja berhak 

mendapatkan jaminan kehilangan 

pekerjaan.  

(2) Jaminan kehilangan pekerjaan 

diselenggarakan oleh badan 

penyelenggara jaminan sosial 

ketenagakerjaan. 

3.  Pasal 46B 

(1) Jaminan kehilangan pekerjaan 

diselenggarakan secara nasional 

berdasarkan prinsip asuransi 

sosial.   

(2) Jaminan kehilangan pekerjaan 

diselenggarakan untuk 

mempertahankan derajat 

kehidupan yang layak pada saat 

pekerja/buruh kehilangan 

pekerjaan.  



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara pemberian jaminan 

kehilangan pekerjaan diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

4.  Pasal 46C 

Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

adalah setiap orang yang telah 

membayar iuran. 

5.  Pasal 46D  

(1) Manfaat jaminan kehilangan 

pekerjaan berupa pelatihan dan 

sertifikasi, uang tunai serta 

fasilitasi penempatan.  

(2) Manfaat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

6.  Pasal 46E  

(1) Besaran iuran jaminan kehilangan 

pekerjaan sebesar persentase 

tertentu dari upah.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

besaran iuran jaminan kehilangan 

pekerjaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Sumber : UU No.40 Tahun 2004 dan Draft RUU Cipta Kerja. 

 

RUU Cipta Kerja di bidang ketenagakerjaan telah menambahkan satu jenis jaminan 

bagi buruh, yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Untuk menselaraskan hal 

tersebut dengan UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 

maka ketentuan tentang JKP juga dimasukkan dengan mengubah Pasal 6 dan Pasal 9 

UU BPJS berikut ini. 

 

Tabel 3. 

Perbandingan UU No.24 Tahun 2011 (BPJS) dengan RUU Cipta Kerja 

No. UU BPJS RUU Cipta Kerja 

1. Pasal 6 

(1) BPJS Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf a menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan.  

 

(1) BPJS Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf a menyelenggarakan 

program jaminan kesehatan.   



(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf b menyelenggarakan 

program: a. jaminan kecelakaan 

kerja; b. jaminan hari tua; c. 

jaminan pensiun; dan d. jaminan 

kematian. 

(2) BPJS Ketenagakerjaan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) huruf b 

menyelenggarakan program:  a.  

jaminan kecelakaan kerja;  b.  

jaminan hari tua;  c.  jaminan 

pensiun;  d.  jaminan kematian; 

dan e.  jaminan kehilangan 

pekerjaan 

2. Pasal 9 

(1) BPJS Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf a berfungsi 

menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan.  

(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf b berfungsi 

menyelenggarakan program 

jaminan kecelakaan kerja, program 

jaminan kematian, program jaminan 

pensiun, dan jaminan hari tua. 

 

(3) BPJS Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf a berfungsi 

menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan.   

(4) BPJS Ketenagakerjaan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi 

menyelenggarakan program 

jaminan kecelakaan kerja, 

program jaminan kematian, 

program jaminan pensiun, 

jaminan hari tua dan jaminan 

kehilangan pekerjaan. 

Sumber : UU No.24 Tahun 2011 dan Draft RUU Cipta Kerja 

 

Dari ketiga buah Undang-Undang di atas, maka paling tidak dapat dipetakan Pasal-

Pasal yang berpotensi untuk merugikan buruh, antara lain: 

1) Tenaga Kerja Asing (TKA) 

UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan TKA 

wajib memiliki izin tertulis serta rencana penggunaan TKA dari Menteri atau 

pejabat yang ditunjuk. Dalam RUU Cipta Kerja izin tertulis tidak lagi diwajibkan 

dan cukup diganti dengan pengesahan penggunaan TKA. 

Jangka waktu atau periode penggunaan TKA yang dibatasi dalam UU 

Ketenagakerjaan serta penunjukan tenaga kerja WNI sebagai mitra kerja TKA 

dalam rencana penugasan TKA dihapuskan, begitu pula halnya mengenai 



kewajiban menaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi TKA yang diatur 

dalam UU Ketenagakerjaan turut dihapus dalam RUU Cipta Kerja. 

2) Outsourcing 

UU Ketenagakerjaan masih membatasi outsourcing hanya untuk tenaga kerja di 

luar dari usaha pokok/utama, sementara RUU Cipta Kerja mengubah frasa 

“menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan (outsourcing) menjadi alih daya 

yang memiliki makna yang sama, bahkan hal ini dapat membebaskan pelaku usaha 

merekrut pekerja dengan sistem kontrak atau pekerja alih daya.  

3) Status Hubungan Kerja 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak di dalam UU 

Ketenagakerjaan adalah 2 tahun dan boleh diperpanjang selama 1 tahun dengan 

syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 59. RUU Cipta Kerja menghapus syarat-

syarat pekerja kontrak, sehingga batasan seseorang untuk bisa dikontrak menjadi 

tidak ada. Hal ini dapat mengakibatkan pekerja tersebut menjadi pekerja kontrak 

seumur hidup, karena kesempatan bagi pekerja lepas atau kontrak untuk menjadi 

pekerja tetap menjadi kecil. Sementara, keuntungan buruh yang diikat dengan 

PKWT tentu lebih sedikit dibandingkan dengan buruh tetap yang diikat dengan 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 

4) Waktu Kerja 

Waktu kerja lembur dalam UU Ketenagakerjaan adalah maksimal 3 jam per hari 

serta 14 jam per minggu. RUU Cipta Kerja memperpanjang jam lembur menjadi 

maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. 

5) Waktu Istirahat 

a. Istirahat mingguan. UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa buruh berhak atas 

istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau 2 hari 



untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. RUU Cipta Kerja hanya istirahat mingguan 

1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. 

b. Istirahat panjang. Ketentuan hak istirahat panjang selama 2 bulan bagi buruh 

yang sudah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus sebagaimana diatur 

dalam Pasal 79 UU Ketenagakerjaan tidak diatur dalam RUU Cipta Kerja, dan 

hanya diserahkan kepada perusahaan atau perjanjian kerja sama yang 

disepakati buruh dan pengusaha. Mengingat posisi buruh yang menjadi sub 

ordinat pengusaha, hal ini tentunya akan merugikan buruh. 

6) Cuti Haid, Cuti Hamil, Cuti Melahirkan dan Hak Menyusui 

RUU Cipta Kerja sama sekali tidak mengatur atau mencantumkan tentang cuti 

haid, cuti hamil, cuti melahirkan, dan cuti menyusui bagi buruh perempuan. Hal ini 

merupakan kerugian besar bagi buruh perempuan, serta hilangnya hak asasi 

manusia seorang perempuan atas kebutuhan jasmaninya dalam hal haid, hamil, 

melahirkan, dan menyusui anak. 

7) Cuti Menjalankan Ibadah Agama 

RUU Cipta Kerja tidak mengatur tentang cuti menjalankan ibadah agama bagi 

buruh. Ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan tidak dijelaskan apakah dihapus, 

ataupun diubah. 

8) Pengupahan 

Upah Minimum dalam UU Ketenagakerjaan dibedakan menjadi Upah Minimum 

Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota dan wilayah Sektoral (UMKS). 

Kepala Daerah memiliki hak untuk menetukan besaran upah minimum berdasarkan 

wilayahnya. RUU Cipta Kerja hanya menentukan besaran upah berdasarkan UMP. 

9) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 



UU Ketenagakerjaan menentukan alasan pengusaha dapat melakukan PHK yaitu: 

perusahaan bangkrut, atau tutup karena merugi, perubahan status perusahaan, 

buruh melanggar perjanjian kerja, buruh melakukan kesalahan berat, buruh masuk 

usia pensiun, buruh mengundurkan diri, buruh meninggal dunia, atau buruh 

mangkir dari pekerjaannya. RUU Cipta Kerja mengatur alasan pengusaha 

melakukan PHK karena: perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, 

pengambilalihan, pemisahan perusahaan atau melakukan efisiensi. Hal ini berarti, 

perusahaan dapat dengan mudah melakukan PHK tanpa memperhatikan kondisi 

buruhnya, dengan dalih efisiensi dan sebagainya. 

10) Pesangon 

Uang penggantian hak dan uang penghargaan masa kerja, uang pesangon  bagi 

buruh yang mendapat surat peringatan sebagaimana diatur di dalam UU 

Ketenagakerjaan, dihapuskan dalam RUU Cipta Kerja. Selain itu, turut dihapus 

pula uang pesangon buruh yang di PHK karena perusahaan pailit, atau karena 

peleburan dan/atau penggantian kepemilikan perusahaan, termasuk pesangon bagi 

ahli waris dari buruh yang meninggal dunia, dan pesangon bagi buruh yang 

memasuki usia pensiun. 

11) Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

JKP tidak diatur di dalam UU Ketenagakerjaan, akan tetapi RUU Cipta Kerja 

menambahkan jaminan ini sebagai program jaminan sosial yang baru yang dikelola 

oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Akan tetapi, jika 

melihat pengaturannya bahwa JKP baru dapat dinikmati oleh buruh yang 

kehilangan pekerjaannya, apabila iuran JKP rutin dibayarkan kepada BPJS. 

Berdasarkan pengalaman yang ada bersama BPJS, proses klaim jaminan yang 

dikelola oleh BPJS terkadang sulit untuk didapatkan. Justru akan lebih baik apabila 



pesangon bagi buruh yang dihapuskan oleh RUU Cipta Kerja tetap dipertahankan 

keberadaannya karena sifatnya yang dapat langsung dimanfaatkan oleh buruh 

maupun ahli warisnya. 

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, terdapat perbedaan antara hak-hak 

buruh sebagaimana diatur di dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

apabila dibandingkan dengan materi yang diatur di dalam RUU Cipta Kerja yang 

berpotensi merugikan buruh di dalam suatu Hubungan Industrial Pancasila. 

 

4.2. Pengaruh RUU Cipta Kerja yang Dirancang Menggunakan Metode 

       Omnibus Law Terhadap Peraturan Pelaksana di Bawahnya 

 

Peraturan adalah hukum yang in abstracto atau generale norm yang sifarnya mengikat 

umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum 

(generale). Secara teoritik, istilah  “perudang-undangan” mempunyai dua pengertian, 

yaitu pertama, perundang-undangan merupakan proses  pembentukan peraturan-

peraturan negara, baik di tingkat pusat atau tingkat daerah; kedua, perundang-

undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan 

peraturan-peraturan, baik tingkat pusat maupun daerah.
15

 

Indonesia adalah negara hukum yang mengikuti tradisi hukum kontinental, sehingga 

menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sendi utama dalam 

sistem hukum nasionalnya, dengan demikian, dalam pembangunan nasional selalu 

diiringi dengan pembangunan sistem hukum yang berkelanjutan dan terintegrasi. 

Peraturan perundang-undangan menurut UU No.12 Tahun 2011 yang telah diubah 

menjadi UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
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memiliki pengertian yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang 

mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat 

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan.  Berdasarkan Pasal 7 ayat (1)  peraturan perundang-undangan memiliki 

hieraki sebagai berikut: 

1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  

2) TAP MPR,  

3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,  

4) Peraturan Pemerintah,  

5) Peraturan Presiden,  

6) Peraturan Daerah Provinsi, 

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

Tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierarki ini dapat dihubungkan dengan 

ajaran Hans Kelsen mengenai Sfufenbau/des Rechtaan, The Hierarchy of Law yang 

berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap 

kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi,
16

 artinya 

peraturan undang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan perundang-undangan tingkatan 

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi.  

Apabila ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan 

perundang-undangan tingkatan yang lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan 
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bahkan batal demi hukum (van rechtswege nietig). Hal ini sesuai dengan asas hukum 

yaitu Lex superior derogat legi inferiori yaitu peraturan perundang-undangan yang 

bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang 

tingkatnya lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih 

tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang 

peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.
17

 

Peraturan Perundang-undangan memiliki hierarki karena peraturan di bawahnya 

merupakan peraturan turunan dari peraturan diatas yang memberikan penjelasan lebih 

rinci dalam pelaksanaan mengenai peraturan diatasnya yang bersifat umum, hal ini 

sesuai dengan ciri Peraturan Perundang-undangan memiliki  sebagai berikut
18

: 

a. Bersifat umum  dan komperhensif, yang dengan demikin merupakan kebalikan dari 

sifat-sifat yang khusus dan terbatas. 

b. Bersifat universal, ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan 

datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu ia tidak dapat 

dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. 

c. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri adalah 

lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat 

kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.  

Peraturan turunan dari peraturan perundang-undang ini, biasanya disebut juga 

peraturan pelaksana dan peraturan pelaksana dalam RUU Cipta Kerja adalah peraturan 

perundang-undangan di bawahnya. Peraturan Pelaksanaan yang dimaksud disini adalah 

aturan yang dibuat oleh eksekutif (pemerintah) atau badan lain dalam rangka 
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melaksanakan undang-undang. Berbeda dengan pembuatan undang-undang, peraturan 

pelaksanaan dibuat dengan tidak melibatkan lembaga legislatif (DPR). Di berbagai 

negara, istilah yang digunakan antara lain delegated legislation, subordinate 

legislation, secondary legislation, subsidiary legislation, legislative instruments, atau 

statutory instruments. Selain itu, Kementerian dan Lembaga cenderung lebih mampu 

membuat pengaturan yang efektif karena merupakan area keahlian mereka.  

Khusus peraturan daerah, mereka lebih mengetahui kondisi masing-masing daerah 

setempat.
19

 Jenis peraturan pelaksana yaitu: 

a. Peraturan Pemerintah 

b. Peraturan Presiden  

c. Peraturan Daerah 

d. Peraturan Menteri 

e. Perturan Kepala Lembga, misalnya Bank Indonesia, Badan Pemerikasan Keuangan 

dan DPR 

RUU Cipta Kerja merupakan peraturan perundang-undangan, yang dibuat 

menggunakan metode omnibus law. Metode omnibus law adalah metode atau konsep 

pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi 

pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung 

hukum. Akan tetapi di Indonesia justru tidak menganut Undang-Undang Payung 

karena posisi seluruh Undang-Undang adalah sama. Persoalan yang muncul bila dikaji 

dari perspektif teori peraturan perundang-undangan mengenai kedudukannya,
20

 

sehingga kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam UU No. 15 Tahun 2019 
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tentang perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-

undangan. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, menilai pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) 

omnibus law dapat dilakukan tanpa harus merevisi UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan dikarenakan pembentukan omnibus law bisa dilakukan sepanjang 

materinya tetap berpedoman pada tata cara pembentukan peraturan perundang-

undangan yang berlaku saat dan kebiasaan dalam praktik. Baginya, pedoman 

penyusunan peraturan hanya bersifat memandukan peraturan-peraturan yang berbeda 

menjadi satu. Tetapi ia juga juga berpendapat idealnya perlu merevisi undang-undang 

pembentukan peraturan perundang-undangan, yang secara eksplisit mengatur tentang 

omnibus law.  

Hal ini disetujui oleh anggota badan legislasi DPR Andreas Hadisusetno yang 

menyatakan bahwa merevisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-

undangan adalah guna menghindari ketika di sahkan RUU yang dirancang 

menggunakan metode omnibus law akan berujung uji materil ke Mahkamah 

Konstitusi.
21

 Dengan demikian,  pembentukan undang-undang menggunakan metode 

omnibus law sebaiknya perlu diatur terlebih dahulu dalam UU No. 15 Tahun 2019, 

untuk menjamin kepastian hukum pada undang-undang yang dibentuk salah satunya 

ialah RUU Cipta Kerja. 

Masalah penerapan metode omnibus law pada RUU Cipta Kerja ini juga akan 

berdampak pada ketika UU Cipta Kerja ini nanti diundangkan, yang memiliki 

konsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya 
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selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan 

beserta peraturan pelaksaannya.  

Undang-undang ataupun peraturan pelaksana yang nantinya akan di ubah/dicabut yang 

berhubungan dengan UU Cipta Kerja ini, perlu di kaji dengan seksama, 

memperhatikan semua sektor misalnya terkait dengan batas minimal istirahat bagi 

pekerja atau buruh, dalam Pasal 79 ayat (5) RUU Cipta Kerja hanya mengatur terkait 

cuti panjang yang diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 

kerja bersama, sehingga kekuatan mengikatnya sangat lemah dibandingkan jika diatur 

dalam undang-undang, yang mana hal ini berbeda dengan yang terdapat dalam UU No. 

13 Tahun 2003 yang secara jelas menjelaskan batas minimal istirahat bagi pekerja atau 

buruh guna memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh. Maka apabila UU 

tenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana ini di gantikan, dalam UU Cipta Kerja atau 

dalam aturan pelaksanannya harus memberikan alternatif atau kepastian hukum, yang 

berkaitan dengan batas waktu tersebut. 

Pembentukan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang menggunakan metode 

omnibus law, harus memperhatikan harmonisasi dengan substasi dan materi muatan 

dengan UU Cipta Kerja, sebab UU Cipta Kerja merupakan kumpulan dari beberapa 

peraturan perundang-undangan yang mengatur banyak sektor. Sehingga apabila tidak 

terjadi harmonisasi dapat menambah beban regulasi jika gagal diterapkan, yang akan 

bertentangan dengan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode 

omnibus law. 

Pecabutan peraturan pelaksana harus dilakukan dengan segera agar tidak menimbukan 

tumpang tindih peraturan dan segera di bentuk kembali peraturan pelaksana sesuai 

dengan UU Cipta Kerja tersebut, karena apabila peraturan pelaksana tidak segera di 



bentuk maka berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(UUAP), pejabat publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan 

dengan UU Cipta Kerja dapat membuat Diskresi. 

Menurut UUAP, Diskresi atau kebijakan merupakan Keputusan dan/atau Tindakan 

yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi 

persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, melancarkan 

penyelenggaraan pemerintahan, dan memberikan kepastian hukum ketika peraturan 

perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak memberikan aturan, tidak 

lengkap, tidak jelas, dan/atau karena adanya stagnasi pemerintahan. Tujuannya adalah 

untuk mengisi kekosongan hukum dan memajukan kemanfaatan dan kepentingan 

umum.
22

 

Diskresi atau kebijakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang 

berwenang. Pejabat pemerintahan dalam pengambilan diskresi diharapkan tetap selaras 

atau sesuai dengan tujuan akhir yang sudah ditetapkan dan harus ada conditio sine quo 

non yang mendasari diskresi yang dilakukan. Conditio sine qua non itu setidaknya 

adalah ketiadaan dan/atau ketidakjelasan suatu peraturan yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan dan memaksa.
23

 

Secara spesifik, ruang lingkup diskresi sesuai dengan Pasal 23 UUAP, adalah: 

a. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu 

pilihan Keputusan dan /atau Tindakan; 

b. karena peraturan perundang-undangan tidak memberikan aturan; 
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c. karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan 

d. karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. 

Dengan demikian diskresi dapat diberikan pada penyelenggaraan pemerintahan yang 

berhubungan dengan UU Cipta Kerja, apabila UU Cipta Kerja tidak memberikan 

pengaturan yang jelas tentang aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang 

tersebut, selain itu Diskresi yang di bentuk oleh pejabat yang berwenang tidak 

selamanya memihak masyarakat karena seringkali diskresi yang dilakukan oleh pejabat 

pengambil kebijakan berujung pidana karena didakwa melakukan tindak pidana 

korupsi. Hal ini terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang 

bersangkutan. Dibentuknya peraturan pelaksana adalah salah satu upaya untuk 

memperjelas aturan dalam UU Cipta kerja dan menghindari terjadinya penyalahgunaan 

wewenang akibat di bentuknya diskresi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, mengantarkan pada suatu 

kesimpulan yaitu: 

1) Potensi kerugian buruh dalam kaitannya dengan pembentukan Rancangan Undang-

Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus law antara lain, diubah 

dan dihapusnya pasal-pasal penting menyangkut hak-hak buruh, seperti hak atas 

upah dan pengupahan yang baik; hak atas jam kerja dan istirahat; hak cuti haid, 

cuti hamil, cuti melahirkan, dan cuti menyusui bagi buruh perempuan; hak cuti 

menjalankan ibadah agama; hak atas jaminan kelangsungan kerja dan masih 

adanya praktek outsourcing dengan nama alih daya; dihapuskannya hak atas 

pesangon, serta terbukanya Tenaga Kerja Asing di Indonesia. 

b. Pengaruh Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode 

omnibus law terhadap peraturan pelaksana di bawahnya antara lain dapat 

menyebabkan timbulnya berbagai persoalan konkret sebagai akibat yang mungkin 

terjadi apabila nantinya UU Cipta Kerja apabila telah disahkan ternyata tidak 

memberikan pengaturan yang jelas tentang aturan-aturan yang terdapat dalam 

undang-undang tersebut. 
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